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KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan hasil kajian akademik dalam rangka
Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Kota Bontang kepada
Bankaltimtara. Adapun dokumen ini berjudul “Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan
Modal Daerah kepada Bankaltimtara”. Laporan ini berisi substansi
materi Naskah Akademik dan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah)
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang kepada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) Tahun 2021 - 2023, yang
disajikan dalam tujuh bagian.

Pertama, Pendahuluan—menguraikan latar belakang perlunya
penambahan penyertaan modal, tujuan dan output kegiatan, serta
metoda penyusunan. Kedua, Kajian Teoritis dan Empiris. Pada
bagian ini diuraikan konsep bisnis perbankan dan permodalan bank,
konsep kapasitas dan ruang fiskal daerah, serta peran BUMD dalam
perekonomian daerah. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kinerja
Bankaltimtara dan analisis kemampuan keuangan daerah dan
besaran setoran modal. Selain itu, dalam bab ini juga membahas
mengenai Kajian Kinerja Historis, Portofolio dan Risiko Bisnis, serta
Proyeksi Kinerja Masa Depan Bankaltimtara, Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah dan Ruang Fiskal bagi Penyertaan Modal
Daerah Kota Bontang. Ketiga, Evaluasi dan Analisis Peraturan
Perundang-undangan terkait dengan aspek formil dan aspek materiil
penyusunan peraturan daerah tentang penyertaan modal Daerah
kepada Bankaltimtara. Keempat, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan
Yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda
Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD Kaltim Kaltara, atau lebih
dikenal sebagai Bankaltimtara. Kelima, Jangkauan, Arah Pengaturan,
dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perubahan Peraturan Daerah.
Keenam, Penutup yang memuat simpulan dan saran, serta sebagai
Lampiran Naskah Akademik yaitu Drat Raperda Kota Bontang
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bankaltimtara.

Demikian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bontang tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bankaltimtara
Tahun 2021 - 2023 ini kami susun. Selanjutnya kami mengucapkan
terima kasih kepada Pemerintah Kota Bontang khususnya Badan
Pengelolan Kauangan Daerah atas kepercayaan dan kesempatan
yang telah diberikan. Harapan kami, agar kegiatan ini dapat memberi
manfaat dan masukan terhadap kebijakan yang hendak diambil oleh



Pemerintah Kota Bontang dalam Penambahan Penyertaan Modal
pada Bankaltimtara.

Yogyakarta, September 2020
A.n. Tim Peneliti
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal
pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan
sebagai upaya mengoptimalkan sumberdaya daerah untuk mendapatkan
manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Manfaat ekonomi
dimaksudkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan
untuk memupuk keuntungan (profit oriented). Sementara manfaat sosial
dimaksudkan bahwa penyertaan modal diarahkan untuk memperkuat
BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

Penyertaan modal pemerintah daerah yang bertujuan mendapatkan
manfaat ekonomi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah
yang akan meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu,
penyertaan modal pemerintah daerah kepada unit-unit usaha produktif
dapat menjadi bagian dari upaya mobilisasi pendapatan asli daerah dan
sekaligus meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah Kota Bontang telah melakukan penyertaan modal kepada
sejumlah BUMD, seperti PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), Perusahaan Daerah
(Perusda) Aneka Usaha dan Jasa, dan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kota Bontang. Penyertaan modal kepada Bankaltimtara telah
dilakukan sejak tahun 2001 dan telah memberikan manfaat ekonomi
berupa deviden bagi Pemerintah Kota Bontang. Total akumulasi
penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang kepada Bankaltimtara
sebesar Rp. 63.620.000.000 dan total penerimaan deviden sejak tahun
2001-2017 sebesar Rp. 92.697.692.875, lihat Tabel 1.
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Tabel 1

Perkembangan Modal Disetor dan Pembagian Dividen

Tahun Buku Modal Disetor Lembar Saham Komposisi Kepemilikan Dividen
2001 3.000.000.000,00 600 6,00% 1.883.295.267,19
2002 8.935.000.000,00 1.787 7,41% 3.703.166.068,32
2003 9.950.000.000,00 1.990 5,27% 3.171.230.573,64
2004 9.950.000.000,00 1.990 3,98% 2.634.948.862,65
2005 9.950.000.000,00 1.990 3,98% 2.143.771.965,60
2006 23.620.000.000,00 4.724 5,18% 4.529.572.945,39
2007 32.620.000.000,00 6.524 5,67% 6.425.456.126,81
2008 48.620.000.000,00 9.724 6,16% 9.562.661.861,28
2009 48.620.000.000,00 9.724 3,98% 8.921.906.736,86
2010 48.620.000.000,00 9.724 3,48% 9.815.314.290,20
2011 48.620.000.000,00 9.724 2,39% 7.649.286.278,97
2012 48.620.000.000,00 9.724 1,92% 6.655.277.284,44
2013 48.620.000.000,00 9.724 1,76% 6.300.524.567,09
2014 63.620.000.000,00 12.724 2,24% 5.154.371.245,26
2015 63.620.000.000,00 12.724 2,08% 4.052.569.478,33
2016 63.620.000.000,00 12.724 1,98% 5.314.793.695,44
2017 63.620.000.000,00 12.724 1,97% 4.779.545.627,92

Total Penerimaan Dividen dari Tahun 2001 s/d 2017

92.697.692.875,39

Gambar 1

Return on Investment Pemerintah Kota Bontang, 2001-2017

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

2001 2002 200f 2004 2005 %006 2007 2008

-10.00%

-20.00%

-30.00%

-40.00%

-50.00%

-37.22%

36.04%

-11.98% -11.61%

-24.92%

-23.51% -29.96%

37 48%

50.96%

24.31% 2347%

45.71%

38.19%

29.84%

200" 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Berdasarkan kinerja pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kota

penyertaan modal kepada Bankaltimtara.

NASKAH AKADEMIK o

Bontang kepada Bankaltimtara, dipandang perlu menambah jumlah




Adapun dalam rangka penyertaan modal Daerah kepada
Bankaltimtara, maka terdapat beberapa aspek dan tahapan yang harus
dipenuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
penyertaan modal Daerah. Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD)
menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.
Adapun dalam konteks penyertaan modal Daerah kepada Bankaltimtara
yaitu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang
kepada Bankaltimtara. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pasal 23 ayat (1)
PP BUMD. Selanjutnya, dalam Pasal 23 ayat (2) PP BUMD menyatakan
bahwa penyertaan modal dalam rangka penambahan modal BUMD
dilakukan setelah analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan
tersedianya rencana bisnis BUMD.

Dengan demikian, kajian akademik yang disusun dalam dokumen
Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi masukan (input) bagi
Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham untuk
menyusun rencana besaran setoran modal tiap tahun sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah. Lebih lanjut, kajian akademik penyertaan
modal oleh Pemerintah Kota Bontang kepada Bankaltimtara yang
dilakukan dalam konteks penambahan modal kepada Bankaltimtara ini
dapat ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah sehingga
penyertaan modal Daerah Kota Bontang kepada Bankaltimtara akan lebih
terjamin legitimasi hukumnya, serta dapat memberikan manfaat bagi
Pemerintah Kota Bontang maupun Bankaltimtara.

Namun demikian, mempertimbangkan kondisi terkini sehubungan
dengan adanya pandemi Covid-19 yang terbukti telah berdampak pada
perlemahan perekonomian secara global dan nasional. Menurut Badan
Pusat Statistik (2020), perekonomian Indonesia pada triwulan I tumbuh
sebesar 2,97%, melambat dibanding triwulan I-2019 yang tumbuh
sebesar 5,07%. Pada triwulan II-2020, kontraksi terjadi semakin dalam
yakni turun sebesar 5,32% (y-o-y). Sehubungan dengan kondisi
ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, diprediksi perlemahan
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pertumbuhan ekonomi masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun
2020. Perlemahan pertumbuhan sektor jasa keuangan pada triwulan II
sebesar 1,03%, diperkirakan akan berdampak pada kinerja keuangan
Bankaltimtara pada akhir tahun 2020 yang diprediksi akan turut
mengalami perlemahan.

Pada tahun 2021, kinerja keuangan Bankaltimtara diperkirakan
akan mengalami perbaikan secara perlahan sejalan dengan berbagai
stimulus pemulihan ekonomi. IMF pada World Economic Outlook (WEOQO)
April 2020, memproyeksikan kondisi perekonomian global akan segera
pulih dan tumbuh 5,8% (yoy) pada 2021 sebagai dampak dari normalisasi
kegiatan ekonomi dan dukungan kebijakan yang akomodatif. Diharapkan
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh
pemerintah dan berbagai instansi terkait mampu memulihkan atmosfer
perekonomian nasional pada tahun 2021, sehingga akan berdampak
positif pada lembaga perantara keuangan secara nasional. Dengan
asumsi tersebut, pertumbuhan kinerja keuangan Bankaltimtara
diproyeksikan akan kembali normal seperti kondisi sebelum pandemi
Covid-19.

Stimulus berupa injeksi tambahan penyertaan modal sangat
diperlukan Bank guna mendongkrak performa dan bangkit dari kontraksi
pasca pandemi. Hal tersebut tentu menjadi perhatian pula bagi
Pemerintah Kota Bontang dalam konteks penambahan penyertaan modal

Daerah kepada Bankaltimtara.

B. Identifikasi Masalah

Dalam konteks kajian akademik tentang penyertaan modal Daerah
Kota Bontang kepada Bankaltimtara ini, terdapat beberapa permasalahan
yang akan dikaji. Adapun poin-poin tersebut diantaranya adalah: Pertama,
perlunya menganalisis kelayakan investasi penambahan penyertaan
modal oleh Pemerintah Kota Bontang kepada Bankaltimtara dan mengkaji

perihal kemampuan keuangan daerah Kota Bontang berkaitan dengan
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kebutuhan penambahan penyertaan modal pada Bankaltimtara. Kedua,
perlunya menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang
Penyertaan Modal Daearah kepada Bankaltimtara. Hal ini berkaitan
dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
tegas bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Ketiga, bahwa urgensi penyertaan modal Daerah Kota Bontang
kepada Bankaltimtara ini didasari oleh beberapa pertimbangan,
diantaranya dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek filosofis,
yakni berkaitan dengan tujuan penyertaan modal Daerah kepada BUMD
sejalan dengan konsep otonomi daerah yaitu untuk mendekatkan
kesejahteraan kepada masyarakat. Bahwasanya, salah satu semangat
pelaksanaan penyertaan modal yakni dalam rangka memberikan manfaat
yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian Daerah dan
mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
Selanjutnya, untuk aspek sosiologis diantaranya adalah tuntutan bagi
Daerah untuk mendukung pelaku ekonomi yang membutuhkan dana
sehingga dapat menjaga stabilitas roda perekonomian. Selain itu,
penambahan penyertaan modal ini dapat meningkatkan potensi
kontribusi PAD Kota Bontang yang diupayakan melalui investasi yang
produktif.

Adapun, pertimbangan yuridis dari penyusunan Naskah Akademik
maupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal
Daerah kepada Bankaltimtara setidaknya memperhatikan ketentuan
tentang kewenangan Daerah dalam melakukan penyertaan modal
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Selain itu, meninjau aspek BUMD itu sendiri
dimana salah satu sumber modalnya dapat dipenuhi melalui penyertaan
modal. Disamping itu, pertimbangan penyusunan peraturan daerah yakni
sebagaimana dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan PP
BUMD yang menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.
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C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyertaan Modal

Daerah kepada Bankaltimtara diantaranya untuk:

1. Mengkaji aspek kelayakan investasi penambahan penyertaan modal
kepada Bankaltimtara;

2. Mengkaji kemampuan keuangan daerah Kota Bontang dan proyeksi
perolehan laba dalam kaitannya dengan rencana penambahan
penyertaan modal Daerah kepada Bankaltimtara Tahun 2021-2023;
dan

3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang

Penyertaan Modal Daerah kepada Bankaltimtara.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik Penyertaan Modal Daerah kepada Bankaltimtara
ini disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) sudut pandang utama,
yaitu: (1) sudut pandang Bankaltimtara sebagai entitas yang akan
menerima suntikan modal atau tambahan setoran modal dalam upaya
pengembangan bisnis. Aspek yang dianalisis meliputi: analisis kelayakan,
analisis portofolio, dan analisis risiko. (2) dari sudut pandang pemerintah
Kota Bontang, terutama terkait kemampuan keuangan daerah dalam
melaksanakan tambahan setoran modal kepada Bankaltimtara.

Kajian ini didasarkan pada data-data yang dikumpulkan oleh tim
penyusun, baik berupa data primer (hasil wawancara maupun diskusi
kelompok terfokus/FGD) dengan para pihak (Pemerintah Kota Bontang
sebagai salah satu pemegang saham Bankaltimtara maupun pihak
Manajemen Bankaltimtara), dan data sekunder (laporan tahunan
Bankaltimtara), data yang terkait dengan keuangan daerah, maupun

berbagai aturan/regulasi yang relevan).
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Tentang Bisnis Perbankan dan Permodalan Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagimana diubah
dengan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 2, Bank
didefinisikan sebagai:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.”

Sedangkan Perbankan sebagaimanakan dijelaskan pada pasal 1
ayat 1 adalah:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”
Berdasarkan tinjauan di atas, Bank secara umum bisa diartikan

sebagai lembaga keuangan yang memiliki wewenang untuk menghimpun
dana dari masyarakat (tabungan, giro, dan deposito) serta
menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat
yang membutuhkan (nasabah debitur).

Unsur kata Bank pada awalnya berasal dari bahasa Italia kuno,
yaitu “banca” yang bisa berarti meja, serta bahasa Jerman kuno, “banc”
yang berarti bangku. Berdasarkan sejarahnya, pada awal mulanya, bank
yang kita kenal sekarang dulunya berbentuk meja-meja counter kecil
tempat melakukan transaksi antara pihak yang membutuhkan dana
(defisit) dan pihak yang kelebihan dana (surplus) pada zaman Renaissance.

Dalam perkembangannya, bank tidak saja hanya menjalankan

fungsi intermediasi (menghubungkan pihak surplus dana dan pihak
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defisit dana), tapi Bank juga menyediakan jasa layanan keuangan seperti
wealth management (manajemen kekayaan), currency exchange
(penukaran mata uang), dan deposit boxes (tempat penyimpanan).
Beberapa layanan yang umumnya ditawarkan oleh Bank antara lain: (1)
jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah; (2) jasa
pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah; (3) jasa
pengiriman uang atau transfer; (3) jasa penagihan atau inkaso; (4) jasa
kliring; (5) jasa penjualan atau pembelian valutas asing; (6) jasa
penyimpanan dokumen dan barang berharga; (7) kartu kredit; (8) jasa-
jasa yang ada di pasar modal, seperti pinjaman emisi dan pedagang efek;
(9) jasa penerbitan dan penjaminan Letter of Credit (L/C); (10) jasa
penerbitan cek wisata; serta (10) jasa penerbitan Bank garansi dan
referensi Bank.

Secara umum, Bank bisa digolongkan ke dalam dua jenis atau tipe
Bank yaitu Bank ritel (commercial/retail Bank) dan Bank investasi
(investment Bank). Bank ritel lebih berfokus pada pelayanan nasabah
yang ingin menyimpan dananya di Bank dalam bentuk tabungan,
deposito, dan giro, dan selanjutnya memberikan kredit kepada nasabah
induvidu dan bisnis kecil yang membutuhkan dana pinjaman dari Bank.
Sedangkan Bank investasi, lebih berfokus untuk melayani nasabah
korporat. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan ingin memperoleh
dana untuk membiayai rencana investasinya, perusahaan tersebut akan
meminta Bank investasinya untuk menjadi perantara untuk mencari
dana dari para investor. Dalam proses tersebut, Bank investasi juga
seringkali bertindak sebagai penjamin dari transaksi yang dilakukan oleh
pihak perusahaan yang membutuhkan dana dengan pihak investor yang
surplus dana.

Untuk konteks di Indonesia, jenis atau bentuk Bank bermacam-
macam, tergantung pada cara penggolongannya. Klasifikasi Bank bisa
dilihat dari berbagai sudut pandang, sebagai berikut:

a) Berdasarkan Undang-Undang Perbankan di Indonesia: (1) Bank

Umum, dan (2) Bank Perkreditan Rakyat.
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d)

b) Berdasarkan kepemilikan atas Bank: (1) Bank milik negara; (2)

Bank milik Pemerintah Daerah; (3) Bank milik Swasta Nasional; (4)
Bank milik Swasta campuran (nasional dan asing); (5) Bank milik
Asing (cabang atau perwakilan).

Berdasarkan kegiatan usahanya: (1) Bank kredit; (2) Bank
korporasi; (3) Bank komersial; (4) Bank Pedesaan; (5) Bank
pembangunan; (6) Bank ekspor-impor

Berdasarkan prinsip kerjanya: (1) Bank konvensional; (2) Bank

syariah

Dalam menjalankan fungsi layanannya, Bank menawarkan berbagai

produk yang semakin beragam sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Berbagai produk Bank juga bisa dikategorikan berdasarkan pandangan

ilmu ekonomi/akuntansi, sebagai berikut:

a) Produk Bank pada sisi kiri neraca (Aktiva), yang meliputi:

Kredit komersil, berupa kredit yang diberikan Bank untuk
nasabah yang ingin membeli barang-barang yang sifatnya
konsumsi (alat elektronik, rumah, apartemen, furniture dan
lainnya).

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada nasabah
untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan debitur.
Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah
debitor untuk mebiayai pembelian barang modal (investasi)

Kredit cash collateral adalah kredit khusus yang diberikan kepada
nasabah dengan menggunakan jaminan berupa deposito
berjangka pada yang dimiliki oleh nasabah bersangkutan pada
Bank yang bersangkutan.

Kredit on-shore adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh unit
kredit kredit dalam negeri (kantor, wilayah, cabang atau divisi
korporasi) yang diberikan kepada debitor dalam negeri dalam

valuta asing.

NASKAH AKADEMIK 17



Kredit off-shore adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada
debitur dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan
melalui cabang Bank yang bersangkutan di luar negeri.

- Kredit profesi adalah kredit yang diberikan Bank dalam rangka
membantu para professional (dokter, apoteker, akuntan,
pengacara, atau konsultan) untuk mengembangkan profesinya.

- Kredit sindikasi adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank
kepada debitur (biasanya nasabah korporasi atau perusahaan)
secara bersama-sama dengan Bank-Bank lain, dalam rangka
memenuhi persyaratan terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK) dan untuk mendiversifikasikan risiko yang ditanggung
secara bersama-sama oleh Bank yang memberikan kredit secara
sindikasi.

- Kredit program adalah berbagai jenis kredit yang diberikan Bank

dalam rangka memenuhi ketentuan untuk mengikuti suatu

program pemerintah. (KUK, Kredit Nelayan, P2KP).

b) Produk Bank pada sisi kanan neraca (Passiva), yang meliputi:

- Tabungan, adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah deposan
kepada Bank yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu
baik melalui kasir di Bank maupun melalui mesin ATM.

- Giro, adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada
Bank yang penarikananya hanya dapat dilakukan dengan
menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya
atau pemindahbukuan.

- Deposito adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah deposan
kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak
ketiga dan Bank yang bersangkutan (umumnya antara 1 bulan -
12 bulan). Deposito dapat dibedakan sebagai berikut:

o Deposito berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan
tidak dapat dipindahtangankan.
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o Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan atas unujk
dan dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan, serta
dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit.

o Deposit-on-call adalah sejenis deposito berjangka yang
pengambilanya dapat dilakukan sewaktu-waktu asalkan

memberitahukan Bank dua hari sebelumnya,

c) Produk jasa perBankan dalam negeri, beberapa diantaranya adalah:

Kiriman uang dalam negeri adalah jasa yang diberikan Bank
dalam pengiriman uuang antar Bank atas permintaan pihak ketiga
yang ditujukan pada penerima di tempat lain.

Delegasi kredit adalah perintah tertulis kepada Bank untuk
membayarkan sejumlah uang secara berkala kepada seseorang
atau suatu badan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Inkaso adalah jasa yang diberikan Bank atas permintaan nasabah
untuk menagihkan pembayaran suatu surat atau dokumen
berharga kepada pihak ketiga di tempat lain.

Bank guarantee adalah pernyataan tertulis dari Bank yang
menyatakan kesanggupan pihak Bank untuk membayar kepada
pihak ketiga demi kepentingan nasabahnya apabila nasabah Bank
tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban atau pembayaran
sesuai dengan perjanjian.

Surat keterangan Bank adalah keterangan tertulis dari Bank
untuk pihak lain mengenai seorang nasabah/badan hokum dalam
hubungannya dengan Bank.

Safe Deposit Box (SDB) adalah suatu jasa yang diberikan Bank
dalam penyimpanan barang-barang berharga dan surat-surat
berharga.

Letter of Credit dalam negeri adalah suatu jaminan bersyarat dari
Bank pembuka L/C untuk membayar wesel-wesel yang ditarik
oleh beneficiary sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan

di dalam L/C. Produk ini biasanya ditujukan untuk memperlancar
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nasabah yang sedang melakukan transaksi expor/impor dengan
perusahaan rekanan bisnis di luar negeri.

Automated Teller Machine (ATM) adalah suatu sistem pelayanan
yang diberikan Bank kepada nasabahnya secara elektronik yang
biasanya dilakukan oleh teller. Layanan tersebut saat ini makin
bervariasi, misalnya penarikan tunai, simpanan tunai,
pembayaran tagihan, transfer dan lainnya.

Kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank
adalah kartu plastik yang dikeluarkan Bank yang diberikan
kepada nasabah pemegang rekening giro dan tabungan Bank
untuk kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan
yang diperkenankan oleh Bank.

Fasilitas online adalah sistem pengiriman uang secara elektronik
dari salah satu cabang otomasi ke cabang otomasi lainnya dengan
menggunakan jaringan online. Saat ini fasilitas online bisa
dilakukan dengan flatform internet melalui komputer yang
terkoneksi internet (internet Banking) maupun melalui perangkat

smartphone (mobile Banking).

d) Produk jasa perBankan dalam negeri, beberapa diantaranya adalah:

Transfer luar negeri adalah kiriman uang dari atau ke luar negeri
yang dilakukan Bank atau permintaan nasabah dengan
menggunakan telex, mail, dan Bank draft.

Bank draft adalah surat perintah bayar tidak bersyarat yang
diterbitkan oleh Bank kepada korespondennya untuk dibayarkan
kepada seseorang atau perusahaan.

Collection adalah tagihan untuk membayar atau mengakses dari
seseorang atau perusahaan di luar negeri kepada seseorang atau
perusahaan di dalam negeri (atau sebaliknya) atas suatu surat
atau dokumen berharga melalui Bank.

Garansi Bank adalah suatu jaminan yang diberikan Bank yang

menyatakan bahwa pihak Bank memberikan jaminan untuk
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memenuhi kewajiban apabila pihak yang dijamin di kemudian hari
ternyata gagal.

Traveler Check (TC) adalah surat berharga berupa check untuk
bepergian yang dapat ditukarkan dengan wuang tunai di
tempat/cabang yang ditunjuk sehingga nasabah akan lebih aman
jika bepergian.

Transaksi ekspor/impor adalah perdagangan yang melibatkan
pembelian barang atau jasa dari dalam ke luar negeri, sedangkan
transaksi impor adalah perdagangan dari luar negeri ke dalam

negeri.

Kegiatan dan Jasa PerBankan Lainnya

Pasar uang adalah kegiatan yang bersifat abstrak (tidak ada
transaksi secara tunai), di mana dana dapat dipinjam atau
dipinjamkan dalam jangka pendek (satu hari, minggu, dua minggu)
dan umumnya dikenakan bunga.

Kegiatan foreign exchange (forex) adalah kegiatan Bank dalam
melakukan pertukaran atau jual beli mata uang asing atau valuta
asing (valas).

Kegiatan pasar modal (capital market) adalah kegiatan Bank dalam
melakukan jual beli saham, obligasi, ataupun kontrak derivatif di
bursa efek melalui broker/pialang.

Layanan kustodian adalah layanan terpadu atas kegiatan
transaksi efek yang dilakukan nasabah meliputi layanan
penyimpanan, transaksi, informasi.

Layanan broker adalah layanan jasa Bank yang diberikan kepada
nasabah untuk melakukan jual beli saham obligasi, sertifikat
danareksa, dan surat berharga lainnya di bursa efek.

Gold card/priority card adalah kartu kredit yang dikeluarkan Bank

dengan bekerja sama dengan penerbit kartu kredit di luar negeri.
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2. Konsep tentang Permodalan Bank

Dalam menjalankan fungsi dan jasa layanannya, bank perlu
menerapkan prinsip Prudent Banking (kehati-hatian). Salah satu aspek
dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan Bank adalah aspek kecukupan
modal Bank. Dalam konteks di Indonesia, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia
Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia
Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor
10/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum, Bank di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan pengelolaan
atas atas risiko serta menjaga rasio kecukupan modal sesuai dengan
profil risiko Bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan Bank
secara mikro, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro.

Modal bisa didefinisikan sebagai dana yang ditempatkan oleh pihak
pemegang saham, yang bertindak sebagai pemilik Bank dan sumber dana
dari pihak pertama pada Bank. Modal juga bisa diartikan sebagai wujud
komitmen pemegang saham untuk menanamkan dananya pada Bank
yang dimilikinya. Disamping itu, modal juga memiliki peranan sangat
penting sebagai penyerap (buffer) jika timbul risiko atau kerugian
(risk/loss). Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh
pemegang saham yang harus selalu berada dalam Bank dan tidak ada
kewajiban pengembalian atas penggunaannya.

Menurut Siamat (2000), modal Bank bisa diartikan sebagai sejumlah
dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan
usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha Bank
disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Definisi serupa juga
dikemukakan oleh Shapiro (2014), yang menyatakan bahwa modal Bank
merupakan modal awal pada saat pendirian Bank yang jumlahnya telah
ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian Bank. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa modal Bank merupakan dana yang
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diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha Bank yang

jumlahnya telah ditetapkan.

3. Fungsi Modal Bank

Modal Bank pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama
yaitu: (1) fungsi operasional, (2) fungsi perlindungan, dan (3) fungsi
pengaturan. Dari tiga fungsi utama tersebut, maka fungsi modal dapat
disimpulkan sebagai berikut:

a. untuk melindungi para nasabah (deposan) dengan menyanggah
semua kerugian atau bila terjadi risiko gagal bayar (insolvensi dan
dilikuidasi), terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.

b. memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi
kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang
tidat dapat diperkirakan sehingga operasi Bank dapat tetap berjalan
tanpa mengalami gangguan yang berarti.

c. untuk memenuhi kebutuhan atas investasi aset tetap seperti gedung,
peralatan dan perlengkapan inventaris guna menunjang kegiatan
operasional dan aktiva tidak produktif lainnya.

d. untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan
Bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi
keyakinan mengenai kelanjutan operasi Bank meskipun terjadi
kerugian.

Besar kecilnya modal yang harus disediakan Bank disesuaikan
dengan besaran risiko yang dihadapi Bank. Semakin besar tingkat risiko
Bank, semakin besar tuntutan bagi Bank untuk menyediakan sejumlah
modal. Secara lebih spesifik, jumlah modal perlu disediakan oleh Bank
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: (1) kualitas manajemen; (2)
tingkat likuiditas Bank; (3) kualitas aktiva yang dimiliki Bank; (4) besaran
dan stabilitas laba bersih dan laba ditahan; (5) kualitas dan integritas
manajemen Bank; (6) pembebanan biaya; (7) fluktuasi struktur simpanan
masyarakat; (8) kualitas prosedur operasi; serta (9) tingkat kompetisi

antar Bank yang dihadapi.
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4. Konsep Kapasitas Fiskal

Sejauh mana kemampuan APBD dalam membiayai penyertaan modal
daerah dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya;
pendekatan ruang fiskal, pendekatan kapasitas fiskal daerah dan analisis

Surplus defisit APBD.

a. Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan
keuangan kota yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas
pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan
dengan jumlah penduduk miskin.

Selain itu, terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan
dana pusat dan daerah, maka Kementrian Keuangan RI menjelaskan
definisi kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan
kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan
kota. Pada pasal 1 butir 1 Peraturan Kementrian Keuangan Republik
Indonesia PMK No, 119/PMK,07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiskal
Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal adalah gambaran dari
kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui
pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya
sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan
belanja pegawai,

Dalam BAB III Pasal 3 butir 2 dijelaskan mengenai forrmula yang
digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota,
yang selanjutnya disebut sebagai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF). Adapun
formula IKF yakni sebagai berikut:

KFDi = (Penerimaan Umum APBD)
— (Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya + Belanja)
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KFDi = (PAD + BHP + DBH + DAU + Otsus + TPG/Tamsil) — (DTK + PR TDP

+ DBH DR TDP + DBH CHT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD
+ Otsus + BP + BB

Keterangan

e KFD : Kapasitas Fiskal Daerah

e PAD : Pendapatan Asli Daerah

e BHP : Bagi Hasil Provinsi

e DBH : Dana Bagi Hasil

e DAU : Dana Alokasi Umum

e Otsus : Dana Otonomi Khusus

e TPG/Tamsil Tunjangan Penghasilan Guru/ Tambahan
Penghailan

e DTK : Dana Transfer Khusus

e PR TDP : Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

e DBHRTDP : DBH Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan
Penggunaannya

b.

DBHCHT TDP: DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan

Penggunaannya

BH DOB : Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru
DD : Dana Desa

ADD : Alokasi Dana Desa

Otsus : Dana Otonomi Khusus

BP : Belanja Pegawai

BB : Belanja Bunga

Ruang Fiskal
Ruang fiskal

pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana

daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas

oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah

tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja belanja yang besifat

wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar
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pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa
dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis
pendapatan yang bersifat (earmarked; ditentukan penggunaannya).
Semakin besar Ruang Fiskal daerah maka semakin besar dana yang
masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk
penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal

dapat menggunakan formula berikut ini;

Ruang = (Total Pendapatan + SILPA) -

Fiskal (Pendapatan Mengikat + Belanja Mengikat
+ Belanja Wajib Daerah)

Pendapatan = DAK + Pendapatan Hibah + Dana
Mengikat Darurat + Dana Penyesuaian/otsus

Belanja = Belanja Gaji dan Tunjangan +
Mengikat Bunga+Bagi Hasil + Belanja Adum 5%

Belanja = Belanja Urusan Pendidikan (20%) +
Wajib Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Belanja

Infrastruktur (25%*DAU)

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya
Ruang Fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah
bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang
dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting.
Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan
bahwa Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang
cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya
tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam

kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

c. Analisis Surplus Defisit
APBD disusun sebagai suatu perencanaan terkait pendapatan dan
belanja. Apabila pendapatan lebih besar daripada belanja, maka akan

terjadi surplus, dan sebaliknya jika belanja lebih besar daripada
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pendapatan, maka akan terjadi defisit. Apabila dalam APBD direncanakan
akan terdapat surplus/defisit, maka APBD tersebut wajib mencantumkan
pos pembiayaan yang meliputi anggaran Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pos
Penerimaan Pembiayaan berfungsi untuk menutupi defisit, sedangkan
pos Pengeluaran Pembiayaan berfungsi untuk menyalurkan dana surplus.

Pasal 14 Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah menyatakan bahwa
Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  diperkirakan surplus yang
penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Skenario penganggaran surplus yang ditetapkan oleh Pemerintah
dalam hal ini terkait dengan upaya untuk menghindarkan daerah dari
jerat hutang terhadap pihak ketiga pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Kementrian
keuangan yang setiap tahunnya mengeluarkan Peraturan Menteri
keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman
Daerah. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa;
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas
defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit
APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan.

Selanjutnya batasan defisit yang diperbolehkan dalam APBD adalah
sebagai berikut:

1) Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah ditetapkan

berdasarkan kategori kapasitas fiskal sebagai berikut:
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sebesar 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran berkenaan untuk kategori sangat tinggi;

b) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran berkenaan untuk kategori tinggi

c) sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran berkenaan untuk kategori sedang; dan

d) sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran berkenaan untuk kategori rendah.

2) Defisit APBD merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

d. Peran BUMD Bagi Perekonomian Daerah

Pemerintah daerah telah memperkenalkan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang
diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan
layanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara luas,
aktual dan akuntabel. Peraturan perundang-undangan yang masih
berlaku sampai dengan saat ini terkait dengan bentuk usaha BUMD
adalah PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan dipayungi lebih umum
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah.
Harapan bagi pemerintah daerah adalah agar mampu memberikan
kontribusi bagi pembangunan. Ada dua macam dari kontribusi tersebut,
yakni: secara langsung dengan memberikan hasil keuntungan berupa
deviden kepada APBD dan secara tidak langsung berupa kontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain hal tersebut, pemerintah
daerah juga akan mendapatkan manfaat kekayaannya umtuk menambah
penerimaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan milik daerah.

BUMD merupakan badan hukum karena meskipun dimiliki oleh
pemerintah daerah, pengelolaan dan kewenangan BUMD dilaksanakan
terpisah dari pengelolaan pemerintah daerah. Dengan demikian BUMD
memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemerintah daerah.

Hubungan antara BUMD dengan pemerintah daerah berbentuk
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kepemilikan saham atau modal pemerintah daerah di BUMD tersebut
serta bagi hasil laba atau dividen dari BUMD tersebut ke pemerintah
daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Intervensi pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMD dapat
dilaksanakan pada rapat pemegang saham tahunan (RUPS) BUMD
tersebut.

BUMD dengan badan hukum perusahaan umum daerah (Perumda)
bertujuan untuk menyediakan kemanfaatan umum, pelayanan dasar dan
usaha perintisan berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan
harga terjangkau oleh masyarakat serta mengupayakan laba/keuntungan
berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan BUMD
dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) memiliki tujuan untuk
menyelenggarakan usaha daerah untuk menyediakan kemanfaatan
umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu serta mencari
keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dari tujuan yang disebutkan tersebut, dapat dikatakan bahwa
apapun bentuk badan hukum dari BUMD, hal yang mutlak perlu
diupayakan adalah tata kelola perusahaan yang baik untuk dapat
menghasilkan keuntungan yang dapat meningkat PAD. Disinilah peran
penting BUMD dalam meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan
kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi serta peningkatan peranan dan
pemberdayaan BUMD dalam pembangunan ekonomi regional dan
nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut (1).
Pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan
luas oleh pimpinan daerah kepada BUMN dalam operasionalnya. Di
samping perlu pengurangan campur tangan Pemda dalam berbagai hal
dalam menjalankan usaha BUMD tersebut. (2). Penumbuhan dan
pengembangan BUMD perlu dibina dan dilaksanakan, khususnya yang
bermotifkan laba usaha untuk meningkatkan penerimaan Bagian laba
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perusahaan daerah bagi PAD, melalui peningkatan keahlian dan
profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan
sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan
efisiensi, dan pencapaian laba wusaha yang memadai. Hendaklah
ditanamkan dan dikembangkan jiwa dan semangat wirausaha
(entrepreneurship) pada direksi beserta staf BUMD dalam melaksanakan
operasionalisasi usahanya. (3). Namun demikian, pertimbangan
perlindungan lingkungan perlu pula diperhatikan dan diterapkan. Dalam
hal ini, upaya peningkatan daya saing BUMD jangan sampai mematikan
usaha-usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil dan menengah.
Demikian pula antar BUMD itu dalam bersaingan jangan sampai
memukul dan mematikan satu sama lain, tetapi perlu dilakukan upaya
perlindungan oleh Pemda agar dapat terhindar sehingga usaha BUMD
dan wusaha yang lemah dapat saling bekerja sama, serta saling

mendukung dan memperkuat dalam keterkaitan satu sama lainnya.

B. Praktik Empiris
1. Analisis Kinerja Historis Bank BPD Kaltimtara

Ditinjau dari sisi kepemilikan asset, selama lima tahun terakhir
Bankaltimtara mencatat kepemilikan asset yang semakin meningkat,
khususnya pada tahun 2019. Pada tahun ini, total asset yang dimiliki
meningkat cukup signifikan sebesar 14,56% (yoy), dimana pada tahun
sebelumnya mencatatkan peningkatan asset sebesar 11,66% (yoy). Akibat
dari pandemic Covid-19, kepemilikan asset yang didapat dari aktifitas
utama bank akan mengalami penurunan yang diperkirakan akan
berkontraksi sebesar 8,02% (yoy). Program Percepatan Ekonomi Nasional
(PEN) yang diluncurkan oleh pemerintah diharapkan akan memperbaiki
kondisi ekonomi sektor jasa perbankan dan meningkatkan asset
Bankaltimtara sebesar 9,24% (yoy). Pada tahun 2022 diperkirakan efek
kebijakan PEN akan tertransmisi secara optimal sehingga berdampak

pada perbaikan kinerja sertor jasa perbankan.
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Diagram 1 Total Aset Bankaltimtara (dalam juta rupiah)

2015 22,937,975

2016 22,579,213

2017 22,696,975

2018 25,344,194

2019 29,034,027

2020* 26,706,805

2021* 29,175,601

2022* 33,153,769

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Kenaikan total asset yang tinggi pada tahun 2019 didorong salah
satunya oleh kenaikan DPK yang juga tinggi yaitu sebesar 14,84% (yoy),
meskipun dengan laju yang melambat dari pertumbuhan tahun
sebelumnya sebesar 20,43% (yoy). Dengan kondisi pendemic yang belum
menunjukkan perbaikan selama tahun berjalan, diperkirakan total DPK
oleh nasabah Bankaltimtara juga akan mengalami kontraksi sebesar
5,6%. Diharapkan pada tahun-tahun berikutkan ekonomi akan pulih dan
mampu mendorong perekonomian masyarakat, sehingga berdampak

positif pada kenaikan DPK bank sebesar 8,12% (2021) dan 14,36% (2022).
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Diagram 2 Total Dana Pihak Ketiga (dalam juta rupiah)

2015 15,741,713
2016 14,621,009
2017 15,687,512
2018 18,892,178
2019 21,695,444
2020* 20,479,775

2021* 22,141,757

2022* 25,321,448

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Pada tahun 2019, Bankaltimtara telah berhasil meningkatkan
serapan kredit untuk disalurkan pada masyarakat sebesar 9,75%.
Capaian ini merupakan capaian penting, dimana pada tiga tahun
sebelumnya total penyaluran kredit Bankaltimtara mencatatatkan
pertumbuhan yang negative. Diharapkan dengan keadaan perekonomian
yang mulai pulih, permintaan masyarakat akan kredit perbankan akan

semakin tinggi guna memutar roda perekonomian daerah.
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Diagram 3 Total Kredit (dalam juta rupiah)

2015 16,330,536

2016 14,815,675

2017 14,073,082

2018 13,722,852

2019 15,060,326

2020*

2021*

2022* 17,877,782

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Laba bersih Bankaltimtara pada tahun 2019 terkontraksi cukup
signifikan dengan persentasi sebesar 42,26% (yoy). Penurunan ini
disebabkan karena tingginya biaya bunga, yaitu biaya bunga atas DPK
seiring dengan peningkatan DPK pada tahu 2019 serta biaya bunga atas
penempatan dari bank lain. Ditambah, kenaikan biaya operasional selain
bunga sehubungan dengan kegiatan operasional bank dalam
menjalankan usahanya juga menjadi faktor turunnya laba bersih
Bankaltimtara. Selain itu, penurunan tertumbuhan laba bersih
disebabkan oleh adanya koreksi proses pencatatan akuntansi sebagai
salah satu tindak lanjut Bank atas hasil Pemeriksaan Khusus Kredit PT
BPD Kaltim Kaltara yang dilaksanakan oleh OJK pada awal tahun 2019.
Pasca perbaikan pencatatan akuntansi dan ditemukannya vaksi Covid-19,
diproyeksikan akan berdampak positif signifikan terhadap laba bersih
yang dihasilkan oleh Bankaltimtara, yaitu naik sebesar 38,89%, 43,76%,
dan 17,66%, masing-masing selama tahun 2020 hingga 2022.
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Diagram 4 Laba Bersih setelah Pajak (dalam juta rupiah)

2015 331,481

2016 501,230

2017 465,306

2018 443,690

2019 256,177

2020* 355,804

2021+ 511,509

2022* 601,849

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

a. Rasio Likuiditas Bank

Diagram 5 Rasio Likuiditas (Loan to Deposit Ratio)

103.54% 101.33%
89.71%
74.29%
72.64% 69.42% - IEEED 70.60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara
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Likuiditas Bank dapat diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR)
yang merupakan rasio antara besarnya total kredit yang disalurkan oleh
Bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber yang diperoleh
Bank. Rasio ini menunjukkan kemampuan Bank untuk memenuhi
kewajibannya, terutama kewajiban dalam jangka pendek. Bekaca pada
dokumen penentuan tujuan BPD Kaltim 2016-2024, Rasio Loan to
Deposit Ratio bank, berada pada target yang ditetapkan untuk Fase I
(2016-2018) yaitu sebesar 83%-85%, meskipun pada tahun 2018 sedikit
di bawah targer yang ditetapkan. Diproyeksikan LDR Bankaltimtara akan
mengalami perbaikan pada tahun-tahun kedepan, sesuai dengan target

rasio yang telah ditetapkan.

b. Rasio Solvabilitas Bank

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya. Pada
umumnya rasio ini ditunjukkan dengan kecukupan modal/kewajiban

penyediaan modal minimum (Capital Adequacy Ratio — CAR).

28.01%
26.76%
23.47%

Diagram 6 Capital Adequacy Ratio

24.89%
21.15%

19.85%

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara
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Rasio kecukupan modal Bank Kaltimtara terus menunjukkan
kenaikan seiring berjalannya waktu. Selama Fase I (2016 - 2018)
Bankaltimtara telah menunjukkan kecukupan rasio diatas target yang
ditetapkan Bank dalam yaitu sebesar 15% - 18%. Memasuki Fase II
(2019 - 2021), rasio kecukupan modal Bankaltimtara masih berada pada
target yang ditetapkan, yaitu pada rentang 18% - 19%.

Diagram 7 Non-Performing Loan

2.42%
1.99% 2.00% 2.06%
1.85%
1.64%
1.43%
1.02%

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Meskipun pada tahun 2019 NPL Bank mengalami sedikit kenaikan
dari tahun sebelumnya, rasio perseroan masih dalam kondisi aman di
bawah batas yang ditetapkan oleh regulator dan target rasio keuangan
tahap I yaitu sebesar 5%. Direksi dan manajemen Bank berkomitmen
untuk terus meningkatkan proses penyehatan dan penyempurnaan
sistem perkreditan yang sudah berjalan serta melakukan penyelesaian
atas debitur-debitur yang bermaslaah sesuai dengan action plan yang

sudah dibuat oleh Bank.
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c. Rasio Rentabilitas Bank

Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan Bank untuk
mengukur kemampuannya dalam menghasilkan laba operasional dari
operasi usahanya yang murni. Terdapat empat rasio yang umum

digunakan, yaitu ROA, ROE, NIM, dan BOPO.

ROA

3.50%

2.99%

3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2:02* 2022*

ROE

16% 15.05%

14%

11.69%
27% ’

12%

9.80% 10.15%

10%
8%
6%

4%
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara
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Return on Asset (ROA) merupakan sebuah indikator kemampuan
Bank dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva. Sedangkan Return on Equity (ROE) menunjukkan
kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi
seluruh pemegang saham. Pada akhir tahun 2019, ROA dan ROE
Bankaltimtara mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya,
seiring dengan adanya penurunan perolehan laba kotor maupun bersih
yang dicatata oleh Bank. Hal ini dikarenakan adanya koreksi-koreksi
yang dilakukan Bank guna memenuhi komitmen kepada Regulator sesuai
action plan yang sudah disusun sebelumnya.

Meskipun terdapat penurunan, rasio tersebut masih berada pada
level aman yang ditetapkan oleh Regulator. 1,21% ROA berada di kisaran
prosentase yang dipatok Regulator untuk parameter sebagai Bank Sehat
yang berada pada kisaran 0,5% hingga 1,25%. Sedangkan ROE mencapai
6,64% yang juga masih berada dalam kisaran parameter Regulator untuk
ROE yang berkisar dalam angka 5% sampai dengan 12,5%. Hal ini
memberikan gambaran bahwa Bankaltimtara masih cukup mampu

mengelola asset san modal yang dimiliki dan menghasilkan keuntungan.

NIM

8.00% FEE 7.66%

7.28%  7.32%

7.50%
7.00%
6.50%

6.03%
6.00%
5.50%
5.00%
4.50%

2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*
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Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Rasio Net Interest Margin (NIM) atau pendapatan bunga bersih pada
akhir tahun 2019 menunjukan angka 5,90%, masih berada lebih tinggi
dari angka yang dipatok Regulator yang berada pada kisaran angka 1,5%
sampai dengan 2%. Dengan angka NIM sebesar 5,90% ini maka dari rata-
rata total aktiva produktif yang dimiliki Bank dapat menghasilkan
pendapatan bunga bersih yang cukup optimal sehingga memiliki margin
yang cukup tinggi bagi keuntungan Bank. Hal ini menandakan bahwa
rata-rata aktiva produktif yang dimiliki Bank dapat menghasilkan
pendapatan bunga bersih yang optimal, sehingga memiliki margin yang

tinggi.

BOPO

100%

95%

88.54%

90%
85.30%

85%

80.21%

9.08%  78.70% 79.08%

80%
75%
70%

65%
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO)

pada akhir tahun 2019 menunjukan angka 88,54%, menunjukan bahwa
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operasional Bank masih dikelola secara cukup efisien, karena angka yang
dipatok oleh Regulator sebagai ukuran efisiensi bagi Bank rasio BOPO
adalah berkisar antara 94% - 96%.

Dengan perbaikan kondisi perekonomian yang diproyeksikan akan
semakin membaik kedepan, diharapkan kinerja perbankan akan terus
tumbuh yang ditunjukkan dengan rasio rentabilitas (ROA, ROE, NIM, dan
BOPO.) yang semakin baik kedepannya.

2. Proyeksi Kinerja Bankaltimtara

Kinerja sebuah bank bisa diindikasikan oleh berbagai indikator rasio
keuangan penting. Berikut disajikan proyeksi kinerja Bankaltimtara di
masa depan, yang diperoleh dari pola kinerja masa lalu. Gambaran
proyeksi kinerja masa depan Bankaltimtara disajikan dalam Tabel 1

berikut ini:

Tabel 1

Target Capaian Rasio Keuangan Bankaltimtara

RBBR Min 3 Min 2 Min 2
PROFIL RISIKO Min 3 Min 2 Min 2
GCG Min 2 Min 2 Min 2
ROA 2,5% >2,5% >2.5%
9% <
9%<12,5% 9%-<12,5%
ROE 12,5%
18%-
15%-18% 19%-20%
KPMM 19%
78% -
< 78% < 75%
BOPO 80%
NIM 5,5% 5,5% S5,5%
NPL nett. 2% - 2,5% < 2% <1,5%
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NPL Gross 4% - 5% < 4% < 3%

(PBI

17/11/PBI/2015)

LFR
83% - 80% - 78% -

85% 85% 85%

Sumber: Dokumen Penentuan Tujuan BPD Kaltim 2016 — 2024

Berdasarkan strategi korporasi yang telah ditetapkan, tahun 2019

akan memasuki fase II. Apabila pada fase I 2016-2018 Bank lebih focus

untuk memperkuat landasan keuangan, stabilitas pendapatan, dan

memperkuat ketahanan kelembagaan, pada fase II ini bank lebih focus

untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat

keunggulan produk (scenario baseline-moderate). Langkah nyata untuk

mencapai sasaran tersebut, bank menetapkan 8 strategi sebagai berikut:

a.

b.

0

Terwujudnya Bank Kaltim dengan ketahanan lembaga yang tinggi
Meningkatkan diversifikasi produk dan layanan inovatif berbasis
life cycle dan corporate cycle.

Memperkuat corporate brand.

Membangun keunggulan layanan untuk meningkatkan loyalitas
pelanggan.

Mendorong perluasan jaringan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap layanan BPD Kaltim

Mengembangkan strategic CRS BPD Kaltim yang berorientasi pada
penguatan tata kelola Pemda dan juga berbasis komunitas yang
memberikan feedback berupa benefit yang meingkatkan laa BPD
Kaltim.

Mendorong peningkatan market share.

. Meningkatkan kemampuan BPD Kaltim sebagai financial

consultant bangi Pemda dan Nasabah Prioritas.

Stategi di atas mungkin semakin berkembang mengingat pada

tahun 2016 BPR telah berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Rasio keuangan yang sudah baik pada fase I dan patut untuk

terus dipertahankan diantaranya adalah ROA, ROE, Rasio Kecukupan
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Modal (KPPM), dan NIM. Kedepannya efisiensi operasional bank perlu

mendapat perhatian untuk dapat memenuhi target dibawah 78%.

a. Posisi Kepemilikan Saham Bankaltimtara

Dari tahun ke tahun, jumlah setoran modal yang diberikan oleh
masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai pemegang saham
pada Bankaltimtara terus mengalami pertumbuhan. Perkembangan
Modal PT BPD Kaltim Kaltara selama tahun 2019 sampai dengan posisi
per 31 Desember 2019 tercatat Modal PT BPD Kaltim Kaltara yang terdiri
dari setoran modal Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah sebesar Rp.
3.316.675.000.000,- dengan tambahan setoran modal sebesar
Rp.52.230.000.000,- yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, dan
Kota Balikpapan. Sehingga susunan pemegang sahan pada tanggal 31

Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 2 Susunan Pemegang Saham Bankaltimtara
per 31 Desember 2019

Pemegang Saham Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan (%) Jumlah Nilai Penuh
Pemprov Kalimantan Timur 242,343 36.53% 1,211,715,000,000.00
Pemkab Kutai Kartanegara i 90,636 13.66% 453,180,000,000.00
Pemkab Berau i 60,833 9.17% 304,165,000,000.00
Pemkab Bulungan | 50,000 7.54% 250,000,000,000.00
Pemprov Kalimantan Utara | 38,000 | 5.73% 190,000,000,000.00
Pemkot Balikpapan | 25470 3.84% 127,350,000,000.00
Pemkab Paser 1 22,113 | 3.33% 110,565,000,000.00
Pemkab Tana Tidung ! 20,020 | 3.02% 100,100,000,000.00
Pemkab Kutai Timur i 19,722 2.97% 98,610,000,000.00
Pemkab Malinau 4 15,678 2.36% 78,390,000,000.00
Pemkab Nunukan i 14,875 2.24% 74,375,000,000.00
Pemkot Tarakan | 14,526 2.19% 72,630,000,000.00
Pemkab Kutai Barat | 13,890 2.09% 69,450,000,000.00
Pemkot Bontang | 12,724 1.92% 63,620,000,000.00
Pemkab Penajam Paser Utara i 11,520 | 1.74% 57,600,000,000.00
Pemkot Samarinda 1 9,985 1.51% 49,925,000,000.00
Pemkab Mahakam Ulu £ 1,000 0.15% 5,000,000,000.00

Total [ 663,335 | 100.00% 3,316,675,000,000.00

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

Tambahan setoran yang konsisten diberikan oleh pemegang saham

lain berdampak pada penurunan persentase kepemilikan saham
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Pemerintah Kota Bontang pada Bankaltimtara yang menunjukkan
penurunan seperti pada Diagram 9. Hingga pada 31 Desember 2019
persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Bontang adalah sebesar
1,92%. Persentase ini akan terus menurun apabila Pemerintah Kota
Bontang tidak menambahkan penyertaan modal dan berdampak pada
tersentase pembagian dividen yang diterima Pemerintah Kota Bontang.
Diagram 9 Posisi Kepemilikan Pemerintah Kota Bontang pada

Bankaltimtara
per 31 Desember 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Laporan Tahunan Bankaltimtara, 2019

3. Proyeksi Penerimaan Dividen Pemerintah Kota Bontang

Seiring dengan kenaikan proyeksi laba bersih perseroan (Diagram 4)
meningkat pula kemampuan Bankaltimtara untuk memberikan dividen
pada masih-masing pemegang saham. Berdasarkan proyeksi kenaikan
kinerja tersebut, perseroan memprediksi penerimaan dividen Pemerintah
Kota Bontang juga akan terus meningkat seperti pada tabel 3. Selain
faktor kenaikan laba bersih, penerimaan dividen juga dapat ditingkatkan
melalui penambahan modal disetor yang akan menambah proporsi
kepemilikan saham. Apabila dilakukan proyeksi penambahan modal

disetor sebesar 75 miliar rupiah yang akan disetor dalam tiga termin (Rp
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30 miliar pada tahun 2021, Rp 30 miliar pada tahun 2022, dan Rp 15
miliar pada tahun 2023), maka komposisi kepemilikan saham Pemerintah
Kota Bontang akan naik sebagai berikut:

Tabel 3 Proyeksi Komposisi kepemilikan Saham Pemerintah Kota

Bontang

2019 2020 0 3.316.675 1,92%
2020* 2022 0 3.316.675 1,92%
2021* 2022 30.000 3.346.675 2,80%
2022* 2023 30.000 3.376.675 3,66%
2023* 2024 15.000 3.391.675 4,09%

Sumber: Bankaltimtara (diolah), 2019

*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Tabel 4 Proyeksi Penerimaan Deviden Pemerintah Kota Bontang

2019 2020 1,92% 256.177 4.914
2020* 2022 1,92% 355.804 6.825
2021* 2022 2,80% 511.509 14.309
2022* 2023 3,66% 601.849 22.034
2023* 2024 4,09% 708.144 28.942

Sumber: Bankaltimtara (diolah), 2019
*) Angka proyeksi oleh Bankaltimtara

Seperti proyeksi pada tabel 4, setelah dilakukan penambahan
setoran modal, komposisi kepemilikan Pemerintah Kota Bontang akan
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naik pada tahun 2020 - 2023, dengan asumsi tidak ada penambahan
setoran modal dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota lain.
Dikarenakan tambahan modal baru dilakukan pada tahun 2020, maka
proyeksi kenaikan penerimaan dividen baru akan diterimakan pada
Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.
Tambahan setoran modal ini cukup menarik karena dengan simulasi
besaran setoran modal tersebut, dapat meningkatkan penerimaan dividen
Pemerintah Kota Bontang dibandingkan sebelumnya. Diharapkan
tambahan penerimaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan

asli daerah Kota Bontang dan mendorong perekonomian daerah.

NASKAH AKADEMIK 45



4. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Setoran

Modal Kabupaten Bontang kepada Bankaltimtara

a. Gambaran Umum Struktur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17
Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Seluruh
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yabg ditujukan untuk
pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi harus dicatat dan dikelola dalam
APBD. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan
pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam
APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu
tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah
dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah
bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.
Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai
jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi
dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan
keuangan daerah, yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem
anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output
dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah
pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber
pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran

yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang
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dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi,
realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah
ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap
pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran
untuk membiayai pengeluaran tersebut. Sedangkan Struktur APBD
merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

3. Pembiayaan

Struktur APBD dalam format yang lebih rinci, mengacu pada

Lampiran A.XV Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah
(Pro
NO Uraian TA(
yeksi TA
n-1)
(n)
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1.1.1 Pajak daerah
1.1.2 Retribusi daerah
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

1.2 Dana perimbangan

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi
hasil bukan pajak

1.2.2 Dana alokasi umum

1.2.3 Dana alokasi khusus
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Jumlah

NO Uraian TA( (Pro
n-1) yeksi TA
(n)
1.3 Lain-lain pendapatan
daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana darurat
1.3.3 Bagi hasil pajak dari
provinsi dan dari pemerintah
daerah lainnya
1.3.4 Dana  Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari
provinsi  pemerintah  daerah
lainnya
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai
2.1.3 Belanja bunga
2.1.4 Belanja subsidi
2.1.5 Belanja hibah
2.1.6 Belanja bantuan sosial
2.1.7 Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/ Kota/Kota dan
Pemerintah Desa
2.1.8 Belanja tidak terduga
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai
2.2.2 Belanja barang dan jasa
2.2.3 Belanja modal
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Jumlah

NO Uraian TA( (Pro
n-1) yeksi TA
(n)
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa  lebih  perhitungan
anggaran tahun sebelumnya
(SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan pinjaman
daerah
3.1.5 Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana
cadangan
3.2.2 Penyertaan modal
(Investasi) daerah
3.2.3 Pembayaran pokok utang
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3 Sisa  lebih  pembiayaan
anggaran  tahun  berkenaan
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Jumlah
(Pro
yeksi TA

(n)

NO Uraian TA(
n-1)

(SILPA)

Gambar 3
Struktur APBD

( appDp )
2 ¥
C

[ Pendapatan Daerah ]

—

Belanja Daerah ] Pembiayaan Daerah ]

BELANJA TIDAK LAl

Pajak Daerah

Retribusi Dasrah 1. Belanja Pegawai 1. Sisalebih perhitungan anggaran
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah s B TA sebelumnya (SiLPA)
yang dipiaahkan - Bunga 2. Pencairan dana cadangan
Lain-lain pendapatan asli daerah L
yang sah 3. Subsidi 3. Hasil penjualan kekayaan

4. Hibah daerah yang dipisahkan

. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dana Bagl Hasl 5. Bantuan Sosial )
Dana Alokasi Umum 5. Penerimaan kembali pem ian

6. Belanja Bagi Hasil pinjaman

7. Bantuan Keuangan 6. Penerimaan piutang daerah

8

. X PENGELUARAN PEI YAAN
1 Hibah tidak mengikat . Belanja Tidak Terduga FENGELUARA PRS0
2. Dana Darurat dari Pemerintah = = W VAT 1. Pembentukandana cadangan
3 Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi \NJA LANGSUNG 3 i

ke Kab / Kota 2. Penyertaan modal (investasi)
4. Dana Penyesuaian & Dana Otenomi 1. Belanja Pegawai Pemerintah Daerah

Khusus
5. Bantuan Keu dr Propinsi atau dr 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Pembayaran Pokek Utang

Pemerintah Daerah lainnya

3. Belanja Modal 4. Pemberianpinjaman daerah

Berikut dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan

perkembangan APBD di Kota Bontang tahun 2015 hingga 2019:
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Tabel
Perkembangan APBD Kota Bontang, 2015 — 2019 (dalam milyar rupiah)

PENDAPATAN

PENDAPATAN
133, 142, 106, 170, 160, 169, 105, 184,6 199, 108, 180, 218, 121,
ASLI DAERAH -
41 42 76 12 34 08 45 4 48 04 52 74 17
Pendapatan
52,9 56,5 106, 71,4 74,2 82,1 110, 109,6 119,4 108, 100,0 116,8 116,
Pajak Daerah
3 2 79 1 4 2 62 6 1 89 S 6 81
Pendapatan
135, 79,7 95,2 194,
Retribusi Darah 4,94 6,70 6,53 5,77 4,60 4,18 3,98 3,25 6,33
60 1 2 83
Pendapatan
Hasil Pengelolaan
100, 109, 90,7 100,
Kekayaan Daerah BN IS TN ) 4,55 5,51 6,01 5,27 4,78 4,50 4,50
00 10 0] 10
yang Dipisahkan
Lain-lain
Pendapatan L 70,3 74,0 105, 87,6 74,8 76,3 102, 65,53 71,31 108, 72,72 91,04 125,
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Daerah yang Sah 8 5 21 4 2 4 04 82 20

PENDAPATAN
145 1.17 81,1 1.00 820, 853, 104, 986,5 1.03 104, 1.20 1.21 101,
TRANSFER -
1,69 8,70 9 8,09 02 07 03 0 4,52 87 0,70 4,45 15
Transfer
Pemerintah Sekce 1,23 1.00 81,6 910, 686, 717, 104, 807,9 856, 106, 964, 996, 103,
Dana Perimbangan 0,33 4,70 6 46 16 39 55 6 43 00 10 12 32
Dana Bagi Hasil
222, 165, 74,2 106, 130, 163, 125, 145,1 60,6 108,8 122,3 112,
Pajak 88,07
58 21 3 31 28 37 41 2 9 7 1 S5
Dana Bagi Hasil
Bukan eiklel 799, 632, 79,0 451, 241, 248, 102, 366,4 476,4 130, 551,2 575,8 104,
(Sumber Daya Alam) 19 11 9 23 87 19 61 9 6 01 7 9 47
Dana Alokasi
o 104, 104, 100, 202, 203, 203, 100, 215,8 215,8 100, 233,3 233,3 100,
mum
68 68 00 81 31 31 00 3 3 00 6 6 00
Dana Alokasi
103, 102, 98,8 150, 110, 102, 92,6 94,4 91,4
Khusus 80,52 76,07 70,60 64,56
88 71 7 11 70 51 0 7 5
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Transfer

Pemerintah Pusat-

Lainnya

Dana Otonomi

Khusus

Dana

Penyesuaian

Transfer

Pemerintah Provinsi

Pendapatan

Bagi Hasil Pajak

LAIN-LAIN
PENDAPATAN YANG

185,
37

185,

37
Pendapatan
Bagi Hasil Lainnya -

28,4
1

145,
11

145,
11

30,9
7

80,2

80,2

78,2

78,2

109,
04

5,00

5,00

92,6

92,6

25,4
2

7,50

7,50

126,
36

126,
36

41,2
2

7,50

7,50

128,
19

128,
19

38,2
5
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100,
00

100,
00

101,

45

101,
45

24,7 100,
24,75
5 00
100,
24,75 24,75
00
153,7 153, 99,7

153,7 153,3 99,7
©) 4 1
20,4 103,

19,70
2 65

31,9

31,97

204,
63

204,6

46,8

31,9

31,97

186,
35

186,3

48,3

100,
01

100,
01

91,0

91,0

103,
19



Pendapatan

26,4
Hibah
1
Pendapatan
Dana Darurat -
Pendapatan
Lainnya 2,00
JUMLAH 1.61
3,51
BELANJA
BELANJA
1.22
OPERASI
9,40

Belanja Pegawai [sisps
22

Belanja Barang 6009,
66

2,07

1.35
2,10

1.07

0,86

479,
11

532,
58

109,
47

103,
36

83,8

87,1

86,7

87,3

25,3

0,11

1.20
3,63

886,

07

475,
66

389,
60

36,8

4,42

1.02
1,58

816,

39

407,
59

389,
65

34,0

4,24

1.06
0,40

714,

03

355,
71

344,
18
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92,4

96,0

103,
80

87,4

87,2

88,3
3

19,65

0,05

1.190
84

985,5

504,1

458,9
4

19,62

0,80

1.25
4,42

850,

80

425,2

404,5
o

99,8

45,36
#

#H#H##
1,50

##
105, 1.42
34 8,08
86,3 1.13
3 7,30
84,3 512,2
5 2
88,1 598,2
6 0]

45,35

3,01

1.48
1,55

1.07

3,76

490,5

558,8
7

SICRC

200,
67

103,

74

94,4

95,7

93,4
3



| Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja

Bantuan Soisal
Belanja

Bantuan Keuangan

BELANJA
MODAL

Belanja Tanah

62,5
6

4,47

0,48

719,
30

92,3

0,36

591,
62

72,4
0

93,9

75,4

82,2

78,4
2

20,3

0,04

0,47

247,
73

24,3

14,4

1,00

3,71

269,
68

21,3
9

9,54

0,90

3,71

221,
49

0,59
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9,00

9,00

66,0

89,7

100,
00

82,1

2,75

14,90

1,16

6,43

391,5

12,34

13,66

0,90

6,39

333,
74

4,33

91,6
19,55

77,5
1,31

9

99,3
6,02

8
85,2 546,
4 58

35,0
31,12

18,00

0,62

5,73

483,
77

0,83

92,0

47,3

95,1

88,5

2,67



Peralatan Mesin

Belanja Gedung
dan Bangunan
Belanja Jalan,
Irigasi, dan Jaringan

Belanja Aset

Tetap Lainnya

Belanja Aset

Lainnya

BELANJA TIDAK
TERDUGA
Belanja  Tidak

Terduga

57,4
1

152,
21

403,
08

2,31

3,33

3,33

48,9

123,
74

333,
96

2,05

10,5
8

2,12

2,12

85,1

81,2

82,8

88,6

88,4

63,6

63,6

43,2

46,8

130,
50

0,52

04 28)

21,2

21,2

39,8

51,6

146,
79

1,81

8,21

10,1

10,1

31,9

41,5

139,
57

0,17

7,67

9,64

9,64
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80,3

80,3

95,0

9,41

93,4

94,9

94,9

78,70

132,8

157,6

1,54

8,47

3,07

3,07

73,46

117,6

129,9

1,47

6,86

1,49

1,49

93,3

88,5

82,4

95,4

80,9

48,5

48,5

103,5

219,1

182,8

1,08

8,85

1,95

1,95

99,70

207,7

166,4

1,00

8,00

0,17

0,17

96,2

94,8

91,0

92,3

90,4

8,72

8,72



JUMLAH 1.95
2,03

TRANSFER
TRANSFER BAGI
HASIL KE DESA -

Bagi Hasil Pajak

()

Bagi Hasil
Retribusi -

Bagi Hasil

Pendapatan Lainnya
JUMLAH

(BELANJA+TRANSFE 1.95

R) 2,03
SURPLUS/DEFI

SIT (PENDAPATAN- @fki: 5

BELANJA) 52)

PEMBIAYAAN

1.66
4,60

1.66
4,60

(312,
50)

85,2
8

85,2
8

92,3

1.15
5,01

1.15
5,01

48,6

1.09
6,22

1.09
6,22

(74,6
5)

945,
17

945,
17

115,
23

NASKAH AKADEMIK

86,2

86,2

(154,
37)

1.380
,19

1.380
,19

(189,
35)

1.18
6,03

1.18
6,03

68,3

85,9
3

85,9
3

36,1

1.68
5,83

1.68
5,83

(257,
75)

1.55
7,70

1.55
7,70

(76,1
5)

92,4

92,4

29,5



PENERIMAAN

345, 345, 100, 26,0 74,6 74,1 99,3 189,3 189, 100, 257, 257, 100,
PEMBIAYAAN -

45 45 00 2 5 2 o 5 35 00 74 73 00

Penggunaan

Sisa Lebih

345, 345, 100, 26,0 74,6 74,1 99,3 189,3 189,3 100, 257,7 257,7 100,
Perhitungan

45 45 00 2 5 2 0 5 S 00 4 3 00

Anggaran (SILPA)

Pencairan Dana

Cadangan - - - - - - £ - - - - -
Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan
Penerimaan

Pinjaman Daerah - - - - - - - - - - - -
Penerimaan

Kembali Pmberian

Pinjaman Daerah

Penerimaan

Piutang Daerah - - - - s - - - - - - -

PENGELUARAN
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6,93

PEMBIAYAAN
Pembentukan
Dana Cadangan -

Penyertaan

Modal (Investasi)

6,93
Pemerintah Daerah

Pembayaran

Pemberian
Pnjaman Daerah

PEMBIAYAAN
NETTO

(PENERIMAAN-
PENGEUARAN)

338,
52

Sisa

Pembiayaan

Anggaran
(Surplus/Defisit

Pembiayaan Netto)

6,93

6,93

338,
52

26,0

100,
00

100,
00

100,
00

26,0 74,6 74,1
2 5 2
74,6 189,
5 35
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99,3 189,3 189, 100,
o 5 35 00
257, 100,

- 0,00
74 00

257,
74

257,
73

181,
58

100,
00



b. Realisasi Pendapatan Kota Bontang
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Bontang
tahun 2014-2017 memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan Kota
Bontang terus mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2018 dan
2019 realisasi pendapatan Kota Bontang menunjukkan kecenderungan
meningkat. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan Kota Bontang mencapai
1.455,04 miliar rupiah. Namun demikian, terjadi penurunan tiga tahun
berturut-turut, yakni sebesar 1.352,09 miliar rupiah pada tahun 2015, lalu
menjadi 1.203,63 miliar rupiah pada tahun 2016, hingga pada tahun 2017
menjadi sebesar 1.060,4 miliar rupiah atau turun sebesar 143,23 miliar
rupiah dari tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2018 terjadi peningkatkan
yang cukup signifikan yakni sebanyak 194,02 miliar rupiah menjadi
1254,42 miliar rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar
227,13 miiliar rupiah menjadi 1381,55 miliar rupiah.
4. Grafik 13
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang, 2014-2019

(dalam milyar rupiah)

1690 145504 Lilco
1352.09
S 1254.42
1203.63

=E 1060.4
1000

800

600

400

200

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: LRA Kota Bontang, 2014-2019

Apabila dilihat dari struktur realisasi pendapatan Kota Bontang tahun

2014-2017 terlihat bahwa penurunan realisasi pendapatan Kota Bontang
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didominasi oleh menurunnya pendapatan transfer secara berturut-turut.
Pada awal periode tahun 2014 realisasi pendapatan transfer mencapai
1.212,18 miliar rupiah, tetapi terus menurun hingga tahun 2017 yakni
masing-masing sebesar 1.178,70 miliar rupiah pada tahun 2015, kemudian
1.008,09 miliar rupiah pada tahun 2016, dan 853.07 miliar rupiah pada
tahun 2017. Walaupun demikian, pada tahun 2018 dan 2019 realisasi
pendapatan transfer meningkat, masing-masing menjadi sebesar 1.034,52
miliar rupiah dan 1.214,45 miliar rupiah.

Demikian pula dengan pendapatan yang sah lainnya juga mengalami
penurunan dari semula sebesar 82,49 miliar rupiah pada tahun 2014,
kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 menjadi sebesar
25,42 miliar rupiah. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yakni sebesar
12,83 miliar rupiah, sehingga mencapai nilai 38,25 miliar rupiah. Akan
tetapi kembali turun sebanyak 12,83 miliar rupiah pada 2017. Pada akhir
periode di tahun 2019, terjadi peningkatan realisasi pendapatan yang sah
lainnya menjadi sebesar 48,36 miliar rupiah.

Berbeda dengan pendapatan transfer dan pendapatan yang sah
lainnya, pendapatan asli daerah justru menunjukkan kecenderungan
meningkat selama periode 2014-2019, walaupun sempat menurun di tahun
tahun 2015 dan 2017. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan asli daerah
Kota Bontang mencapai 160,37 miliar rupiah. Kemudian turun menjadi
142,42 miliar rupiah, namun kembali naik pada tahun 2016 menjadi
170,12 miliar rupiah. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan
yakni menjadi 169.08 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2018-2019
meningkat berturut-turut menjadi sebesar 199,48 miliar rupiah dan 218,74

miliar rupiah.

NASKAH AKADEMIK 62



Grafik 14

Komponen Pendapatan Daerah Kota Bontang, 2014-2019

(dalam miliar rupiah)
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Jika dilihat dari persentase komponennya, pendapatan daerah di Kota
Bontang selama 6 tahun terakhir tahun 2014-2019 didominasi oleh
pendapatan transfer yakni lebih dari 80 persen dari total pendapatan. Pada
tahun 2014 realisasi pendapatan transfer mencapai 83,31 persen.
Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 87,18 persen, namun turun
cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 80,45 persen. Pada tahun 2018
kembali mengalami kenaikan sebesar 2,07 persen, sedangkan tahun 2019
persentase realisasi pendapatan transfer turun menjadi sebesar 81,97
persen.

Demikian pula dengan persentase pendapatan lainnya yang sah juga
mengalami penurunan berturut-turut dari semula 5,67 persen pada tahun
2014 menjadi 2,11 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017
mengalami peningkatan menjadi 3,61 persen. Pada tahun 2018 kembali
turun menjadi 1,69 persen, sedangkan pada tahun 2019 persentase
pendapatan lainnya yang sah naik hingga mencapai 3,26 persen.
Sedangkan pendapatan asli daerah, walaupun realisasinya cenderung

meningkat namun kontribusinya terhadap realisasi pendapatan Kota
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Bontang menunjukan tren yang fluktuatif, pada tahun 2014 persentase
pendapatan asli daerah sebesar 11,02 persen. Pada tahun 2015, persentase
PAD terjadap realisasi pendapatan sedikit menurun yakni menjadi 10,53
persen. Namun pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan persentase
berturut-turut mencapai 14,13 persen dan 15,94 persen. Kemudian,
kembali turun dua tahun berturut-turut yakni menjadi 15,90 persen pada

tahun 2018, dan 14,76 persen pada tahun 2019.

Grafik 15
Persentase Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang,
2012-2017
(dalam persen)
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c. Realisasi Belanja Kota Bontang

Selama kurun waktu enam tahun terakhir, nilai realisasi belanja
daerah Kota Bontang cenderung fluktuatif. Grafik berikut menunjukkan
data historis nilai realisasi belanja di Kota Bontang tahun 2014 hingga
tahun 2019. Pada tahun 2014, realisasi belanja di Kota Bontang mencapai
nilai sebesar 1.388,01 miliar rupiah. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan
yang cukup signifikan yakni sebesar 1.664,60 miliar rupiah. Akan tetapi
pada tahun 2016 dan 2017 realisasi pendapatan terus mengalami

penurunan searah dengan penurunan realisasi pendapatan, yakni masing-
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masing sebesar 1.156,01 miliar rupiah dan 945,17 miliar rupiah. Kemudian
meningkat dua tahun berturut-turut dengan nilai sebesar 1.186,03 miliar
rupiah pada tahun 2018, dan 1.557,70 miliar rupiah pada tahun 2019.
Grafik 16
Realisasi Belanja Kota Botang, 2014-2019

(dalam miliar rupiah)
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Jika dianalisis berdasarkan komponen belanjanya, selama periode
2014-2017 realisasi dari masing-masing komponen belanja cenderung
fluktuatif. Belanja operasional pada tahun 2014 mencapai 936 miliar
rupiah, kemudian naik menjadi 1.070,86 pada tahun 2015. Pada tahun
2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pendapatanpun
turun cukup tajam pada tahun tersebut. Demikian pula tahun 2017 yang
masih menurun, namun pada tahun 2018 dan 2019 belanja operasional
mengalami peningkatan masing-masing sebesar 850,80 miliar rupiah dan
1.073,76 miliar rupiah. Demikian pula dengan belanja modal yang
siklusnya sama seperti belanja operasional. Selama periode 2014-2019,
realisasi belanja modal tertinggi pada tahun 2015 yaitu mencapai 591,62

miliar rupiah, sedangkan realisasi belanja modal terendah terjadi pada

NASKAH AKADEMIK 65



tahun 2017 sebesar 221,49 miliar rupiah. Berbeda dengan belanja
operasional dan belanja modal, realisasi belanja tidak terduga justru paling
tinggi terjadi di tahun 2016 yaitu mencapai 21,21 miliar rupiah atau naik
sebanyak 19,09 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Hal ini mungkin
disebabkan karena penurunan pendapatan yang cukup tajam di tahun
tersebut. Namun demikian, terus menurun tiga tahun berturut-turut,
hingga tahun 2019 realisasi belanja tidak terduga hanya mencapai 0,17
miliar rupiah.
Grafik 17
Komponen Belanja Kota Botang, 2014-2019

(dalam miliar rupiah)
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Sedangkan jika dilihat dari persentasenya struktur realisasi belanja
Kota Bontang selama periode 2014-2019 didominasi oleh belanja operasi
dengan rata-rata mencapai 70,78 persen per tahun, lalu diikuti oleh belanja
modal dengan rata-rata sebesar 28,70 persen per tahun. Penggunaan
realisasi belanja paling kecil adalah untuk belanja tidak terduga dengan
rata-rata persentase sebesar 0,52 persen. Sumber penggunaan terbesar
dalam realisasi belanja Kota Bontang yakni digunakan untuk belanja

pegawai dan belanja barang.
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Grafik 18

Persentase Komponen Realisasi Belanja Kota Bontang, 2014-2019
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Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa belanja operasional selama
tahun 2014 hingga 2019 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2014
persentase realisasi belanja operasional mencapai 67,44 persen, namun
pada tahun 2015 turun menjadi 64,33 persen. Pada tahun 2016 meningkat
cukup signifikan yakni menjadi sebesar 76,72 persen. Sedangkan dari
tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami penurunan setiap tahun yaitu
masing-masing sebesar 75,55 persen, 71,74 persen, dan 68,93 persen.
Demikian pula dengan persentase belanja modal yang cenderung fluktuatif
terhadap realisasi pendapatan di Kota Bontang. Pada awal periode belanja
modal menccapai 32,56 persen, kemudian naik menjadi 35,54 pada tahun
2015. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni
menjadi sebesar 21,45 persen. Sedangkan dari tahun 2017-2019 terus
meningkat hingga mencapai 31,06 persen, Sama halnya dengan belanja
operasi dan belanja modal, belanja tidak terduga juga cenderung fluktuatif,
dalam grafik tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2014 tidak ada
penggunaan belanja tidak terduga. Sedangkan persentase realisasi belanja

tak terduga tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 1,84 persen.
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d. Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Bontang
Grafik perbandingan realisasi pendapatan dan belanja Kota Bontang
tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa selama periode tersebut nilai
realisasi pendapatan cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi
belanja, kecuali pada tahun 2015 dan 2019. Pada tahun 2015 realisasi
pendapatan turun dari tahun sebelumnya yaitu 1.352,09 miliar rupiah,
namun realisasi belanja justru meningkat yaitu sebesar 1.664,60 miliar
rupiah, sehingga terjadi defisit anggaran yang relatif tinggi yakni sebesar
312,51 miliar rupiah. Sedangkan nilai defisit anggaran di tahun 2019 relatif
lebih rendah dibanding tahun 2015 yakni sebesar 76,15 miliar rupiah.
Grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa surplus anggaran pada tahun
2017 relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014, 2016, dan
2018. Surplus anggaran tahun 2017 mencapai 115,23 miliar rupiah.
Sedangkan surplus anggaran tahun 2016, 2016, dan 2018, masing-masing
sebesar 67,03 miliar rupiah, 48,62 miliar rupiah, dan 68,39 miliar rupiah.
Grafik 19
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Bontang, 2014-2019

(dalam miliar rupiah)
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e. Surplus/Defisit Realisasi Anggaran Kota Bontang

Grafik surplus/defisit realisasi anggaran Kota Bontang tahun 2014-
2019 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut cenderung
fluktuatif. Pada tahun 2014 Kota Bontang mencapai surplus anggaran
sebesar 67,04 miliar rupiah. Namun terjadi defisit realisasi anggaran yang
cukup signifikan hingga mencapai 312,50 miliar rupiah pada tahun 2015.
Nilai defisit ini mungkin disebabkan oleh kenaikan belanja jalan, irigasi,
dan jaringan dari tahun sebelumnya. Selain itu, ditambah juga dengan
menurunnya realisasi pendapatan pada tahun tersebut. Sedangkan pada
tahun 2016 kembali mengalami surplus dengan nilai sebesar 48,62 miliar
rupiah. Demikian pula pada tahun 2017, terjadi peningkatan nilai surplus
dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 115,23 miliar rupiah. Akan tetapi,
pada tahun 2018 nilai surplus kembali turun cukup signifikan yaitu
menjadi sebesar 68,39 miliar rupiah. Sedangkan tahun 2019 realisasi
anggaran mengalami defisit hingga mencapai 76,15 miliar rupiah. Kondisi
tersebut perlu menjadi perhatian, karena terdapat kemungkinan semakin
membesarnya defisit anggaran di tahun 2020 yang disebabkan oleh resesi
perekonomian nasional akibat dari Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut
berimbas pula pada kondisi perekonomian di daerah khususnya Kota

Bontang, dan diprediksi akan berdampak satu hingga dua tahun ke depan.
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Grafik 20
Surplus/ Defisit Realisasi Anggaran Kota Bontang, 2012-2017

(dalam miliar rupiah)
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f. Besaran Realisasi Pembiayaan Neto Kota Bontang

Perkembangan realisasi pembiayaan neto Kota Bontang dapat
ditunjukkan dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut terlihat
bahwa nilai pembiayaan neto cenderung fluktuatif. Walaupun demikian
nilainya selalu positif, atau dapat dikatakan bahwa jumlah penerimaan
pembayaran lebih besar dari jumlah pengeluaran pembayaran. Pada tahun
2014 nilai pembiayaan neto mencapai 278,41 miliar rupiah. Kemudian,
pada tahun 2015 nilai pembiayaan neto mengalami peningkatan menjadi
338,52 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan yang
relatif signifikan yakni menjadi 26,02 miliar rupiah, disebabkan oleh
penurunan SILPA yang cukup signifikan dari sebelumnya mencapai 345,45
miliar rupiah menjadi 26,02 miliar rupiah. Kemudian, nilai pembiayaan
neto terus mengalami peningkatan tiga tahun berturut-turut yakni
mencapai 74,12 miliar rupiah pada tahun 2017, kemudian naik cukup
signifikan menjadi 189,35 miliar rupiah pada tahun 2018, dan mencapai
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257,73 miliar rupiah di akhir periode tahun 2019. Terlihat pula dalam

grafik bahwa semenjak tahun 2016-2019 tidak ada pengeluaran

pembiayaan sedangkan realisasi penerimaan pembayaraan

meningka, sehingga pembiayaan neto cenderung meningkat.

Grafik 21

Realisasi Pembiayaan Neto Kota Bontang, 2014-2019

(dalam miliar rupiah)
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g. Realisasi Penyertaan Modal Kota Bontang secara Umum pada

Semua Badan Usaha Milik Kota Bontang

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bontang 2012-2019

diperoleh data perkembangan besaran realisasi penyertaan modal di Kota

Bontang yang disajikan dalam grafik berikut untuk seluruh badan usaha

yang dimiliki Kota Bontang. Selama periode 2012-2019 terlihat bahwa nilai

realisasi penyertaan modal berbeda-beda disetiap tahunnya. Pada tahun

2012, realisasi penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bontang yakni

sebesar delapan miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2013 mengalami

kenaikan lebih dari enam kali lipat, menjadi 50 miliar rupiah. Pada tahun

2014 mengalami peningkatan menjadi 50,685 miliar rupiah. Akan tetapi,

pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yang relatif tajam menjadi
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sebesar 6,29 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2016-2019 tidak ada
penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Bontang.
Grafik 22
Realisasi Penyertaan Modal Kota Bontang, 2012-2019
(dalam juta rupiah)
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h. SILPA Tahun Berkenaan Kota Bontang

Sama seperti data-data sebelumnya, nilai SILPA berdasarkan data
tahun 2014-2019 juga menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada
tahun 2014 nilai SILPA Kota Bontang sebesar 345,45 miliar rupiah. Namun,
terjadi penurunan yang relatif tajam pada tahun 2015 hingga nilai SILPA
Kota Bontang menjadi sebesar 26,02 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh
terjadinya defisit realisasi anggaran yang cukup besar pada tahun tersebut.
Selanjutnya, pada tahun 2016-2018 nilai SILPA mengalami peningkatan
berturut-turut yakni masing-masing mencapai 74,65 miliar rupiah, 189,35
miliar rupiah, dan 257,74 miliar rupiah. Akan tetapi, pada tahun 2019

SILPA turun sebesar 76,16 miliar rupiah menjadi 181,58 miliar rupiah.
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Grafik 23
SILPA Tahun Berkenaan Kota Bontang, 2014-2019

(dalam miliar rupiah)
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5. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Selain mempertimbangkan profil perusahaan, dalam melakukan kajian
penyertaan modal juga perlu mempertimbangkan aspek kemampuan
keuangan daerah. Tujuan dari analisis kemampuan keuangan daerah
adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan APBD dalam membiayai
penyertaan modal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam analisis ini
yaitu pendekatan kapasitas fiskal daerah dan pendekatan ruang fiskal
daerah. Berikut analisis kemampuan keuangan daerah di Kota Bontang

berdasarkan data-data yang telah didapatkan.

a. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bontang

Kemampuan keuanganan daerah Kota Bontang dihitung dengan
pendekatan kapasitas fiskal daerah. Analisis kepasitas fiskal daerah dapat
digunakan sebagai salah satu indikator yang menjelaskan gambaran
mengenai kemampuan daerah, melalui penerimaan umum pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai
tugas pemerintahan, setelah dikurangi dengan pendapatan yang
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penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, dan belanja pegawai.

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kota Bontang selama lima tahun
terakhir menunjukkan tren yang cenderung menurun, yang semula masuk
pada kategori sangat tinggi menjadi kategori tinggi. Data tersebut
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesai Nomor
33/PMK.07/2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
37/PMK.07/2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
119/PMK.09/2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
107/PMK.07 /2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
126/PMK.07 /2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Pada tahun 2015
nilai IKF Kota Bontang mencapai 6,89 dengan kategori sangat tinggi. Pada
tahun 2016, mengalami penurunan nilai IKF yakni menjadi sebesar 5,64
miliar rupiah, tetapi masih pada kategori sangat tinggi. Pada tahun 2017,
nilai IKF mengalami penurunan yang signifikan hingga menapai nilai
sebesar 1,43, sehingga turun ke dalam kategori tinggi. Demikian pula pada
tahun 2018, nilai IKF kembali turun menjadi 1,222, namun masih pada
kategori tinggi. Terakhir pada tahun 2019 nilai IKF relatif lebih tinggi dari
tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,386 dengan kategori tinggi. Berdasarkan
nilai IKF tersebut data disimpulkan bahwa Kota Bontang memiliki
kemampuan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai tugas
pemerintahan, setelah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya
sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan
belanja pegawai.

Tabel 9

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bontang

Tahun Indeks Kapasitas Fiskal Kategori
Daerah

2015 6,89 Sangat Tinggi
2016 5,64 Sangat Tinggi
2017 1,43 Tinggi
2018 1,222 Tinggi
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2019 1,386 Tinggi
Sumber: PMK-RI Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2015-2019

b. Analisis Ruang Fiskal Kota Bontang

Berdasarkan perhitungan fiskal yang telah dilakukam dengan data
tahun 2012 hingga 2019, tren ruang fiskal Kota Bontang cenderung
fluktuatif. Pada tahun 2012, ruang fiskal di Kota Bontang bernilai negatif
yakni sebesar (25.607,68) miliar rupiah, yang disebabkan oleh tingginya
belanja wajib pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2013 mengalami
peningkatan yang signifikan hingga mencapai 931,91 miliar rupiah.
Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berturut-turut menurun dengan
nilai masing-masing mencapi 857,60 miliar rupiah dan 592,89 miliar
rupiah. Pada tahun 2016, ruang fiskal Kota Bontang kembali turun hingga
bernilai negatif yaitu sebesar (19.915,32) miliar rupiah, sama seperti tahun
2012 hal ini disebabkan oleh tingginya belanja wajib. Walaupun demikian,
pada tahun 2017 ruang fiskal Kota Bontang kembali meningkat cukup
signifikan hingga mencapai 359,86 miliar rupiah. Demikian pula tahun
2018 dan 2019, ruang fiskal Kota Bontang kembali mengalami peningkatan
masing-masing sebesar 556,58 miliar rupiah, dan 650,49 miliar rupiah.
Sedangkan pada tahun 2020, berdasarkan rencana APBD Perubahan
Tahun 2020, perkiraan ruang fiskal mencapai 394,45 miliar rupiah, atau
turun sebesar 256,04 miliar rupiah dari tahun 2019. Perkiraan tersebut
perlu menjadi perhatian, dikarenakan dampak dari resesi ekonomi akibat
Pandemi saat ini mungkin akan berdampak hingga tahun 2022, dan sedikit
banyak juga akan mempengaruhi ruang fiskal Kota Bontang satu hingga

dua tahun ke depan.
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Tabel 10
Ruang Fiskal Kota Bontang Tahun 2012-2019 dan Perkiraan Ruang Fiskal Tahun 2020

(dalam miliar rupiah)

Ruang Fiskal Kota Bontang -!
Keterangan 20 2 2 20 20 2 2 2
13 014 015 16 17 018 019 020*

1.
PENERIMAAN 1.784,1 1.443,7 1.739,2 1.495,
1.867,36 4 697,54 1.229,66 1.134,52 . 8 06

PENDAPATAN MENGIKAT
111,23 116,35 160,50 180,42 144,02 120,44 141,88 152,31

DAK - -
102,71 150,11 102,51 76,07 64,56 61,01

Hibah
86,53 78,99 28,91 25,31 34,01 19,62 45,35 15,62

Dana Penyesuaian
24,69 37,36 28,89 5,00 7,50 24,75 31,97 75,67
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BELANJA MENGIKAT

Belanja Pegawai
Belanja Bunga

Belanja Adum (5%%*belanja)

BELANJA WAJIB

Belanja Pendidikan
20%*(belanja-gaji)

Belanja Kesehatan
10%*(belanja-gaji)

Belanja Infrastruktur
(25%*DAU)

TOTAL PENDAPATAN DAN
BELANJA MENGIKAT SERTA
BELANJA WAJIB

RUANG FISKAL

NASKAH AKADEMIK

457,70

383,29

74,41

366,52

220,99

110,50

35,03

935,45

478,10

408,69

69,40

332,09

195,86

97,93

38,30

926,54

562,34

479,11

83,23

381,82

237,10

118,55

26,17

1.104,6

533,41

475,66

57,75

20.
431,14
13.
586,96

6.793,48

50,70

21.
144,97

77

402,97

355,71

47,26

227,66

117,89

58,95

50,83

774,66

484,56

425,26

59,30

282,19

152,15

76,08

53,96

887,19

568,43

490,54

77,89

378,49

213,43

106,72

58,34

1.088,7

599,39

524,63

74,75

348,91

194,08

97,04

57,79

1.100,
61



931,91 857,60 592,89 19.915,3 359,86 556,58 650,49 394,45
2

Pertumbuhan Ruang Fiskal
0,96 (0,08) (0,31) (34,59) 0,98 0,55 0,17 (0,39)

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2012-2019, dan APBD Perubahan Tahun 2020 (data olah)
*Data berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2020

NASKAH AKADEMIK 78



Grafik 24
Ruang Fiskal Kota Bontan Tahun 2013-2019 dan Perkiraan Ruang Fiskal
Tahun 2020

(dalam miliar rupiah)

Series1
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Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2012-2019, dan
APBD Perubahan Tahun 2020 (data olah)
*Data berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2020

Sedangkan jika dilihat dari pertumbuhannya pada tahun 2013
hingga tahun 2019 juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013
pertumbuhan ruang fiskal 2013 menunjukkan nilai yang positif yakni
sebesar 0,96. Namun, pada tahun 2014 pertumbuhannya menurun
hingga mencapai negatif 0,08. Demikian pula pada tahun 2015 yang
semakin menurun pertumbuhan ruang fiskalnya menjadi 0,31, walaupun
nilai ruang fiskalnya masih menunjukkan nilai yang positif. Berbeda pada
tahun 2016, penurunan pertumbuhan ruang fiskal sangat tajam hingga
mencapai negatif 34,59. Hal ini disebabkan oleh nilai ruang fiskal yang
mencapai negatif 19.915,32 miliar rupiah. Walaupun demikian, pada
tahun 2017 pertumbuhan ruang fiskal Kota Bontang menunjukkan nilai

yang positif hingga mencapai 0,98. Sedangkan pada tahun 2018 dan
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2019 pertumbuhan ruang fiskal Kota Bontang kembali turun yaitu
sebesar 0,55 dan 0,17. Perkiraan pada tahun 2020, ruang fiskal kembali
turun, sehingga nilai pertumbuhan ruang fiskal pada tahun tersebut di
perkirakan mencapai nilai negatif 0,39. Walaupun demikian, pemerintah
daerah Kota Bontang masih memiliki kelonggaran untuk mengelola APBD
diluar tugas wajibnya dengan masih adanya ruang fiskal yang tersedia.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ruang fiskal Kota Bontang
cukup memadai jika dilihat dari perkiraan kondisi tahun 2020.
Grafik 25
Pertumbuhan Ruang Fiskal Kota Bontang, 2013 - 2019

5.00
036 508 031 098 055 017  (g39)

—

0.00

2013 2014 20%5 2016 17 2018 2019 2020*
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
-30.00
-35.00

-34.59
-40.00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2012-2019, dan APBD Perubahan
Tahun 2020 (data olah)

*Data berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2020

Jika diprediksi berdasarkan rata-rata pertumbuhan ruang fiskal
tahun 2013-2019, serta data APBD Perubahan Tahun 2020, maka
prediksi ruang fiskal Kota Bontang tahun 2020-2023 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 10
Prediksi Ruang Fiskal Kota Bontang, 2020-2023

(dalam miliar rupiah)

| Than | 3020 2021 3022 32023

Predikisi Ruang
394,45
Fiskal 500,32 634,62 804,95

Sumber: Data olah

Prediksi ruang fiskal pada tahun 2020, diolah bedasarkan data
APBD Perubahan Tahun 2020. Sedangkan prediksi tahun 2021-2023
didapatkan dari perhitungan rata-rata pertumbuhan ruang fiskal dari
tahun 2013-2019 serta prediksi pertumbuhan pada tahun 2020.
Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan rata-rata pertumbuhan
fiskal Kota Bintang sebesar 0,27 per tahun. Perhitungan tersebut
mengeluarkan data tahun 2016 dikarenakan nilai pertumbuhan ruang
fiskal yang sangat ekstrim, yaitu mencapai negatif 34,59. Selain itu,
mengingat APBD Perubahan Tahun 2020 sudah mengakomodir
pengurangan pendapatan dan peningkatan belanja hibah maupun
bantuan sosial akibat dari Pandemi Covid-19, sehingga diasumsikan
bahwa prediksi ruang fiskal tahun 2020 dan rata-rata pertumbuhan
2013-2020 sudah mendekati angka riil untuk memprediksi ryang fiskal
tahun 2020-2023. Besaran ruang fiskal tahun 2020 mencapai 394,45
miliar rupiah, dan terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai

804,95 miliar rupiah.

c. Kemampuan Fiskal Kota Bontang Terhadap Kerangka Penyertaan
Modal Bankaltimtara
Berdasarkan hasil perhitungan ruang fiskal pada sub bahasan
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan kerangka penyertaan
modal pemerintah daerah Kota Bontang kepada PT. BPD Kaltimtara
sebesar 75 miliar rupiah dalam jangka waktu tiga tahun masih cukup

memadai. Hal ini didukung oleh prediksi ruang fiskal Kota Bontang tahun
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2020-2023, dengan pertumbuhan ruang fiskal sebesar 0,27. Oleh karena
itu, dengan memperhatikan prediksi ruang tersebut pemerintah daerah
Kota Bontang dipandang cukup memadai untuk rencana penyertaan

modal sebesar 75 miliar rupiah, dalam jangka waktu 2021-2023.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998

Dalam konteks global, perbankan merupakan salah satu aspek yang

fundamental dalam menunjang perkembangan perekonomian nasional
dimana arah perekenomian nasional ini akan berjalan searah dengan
pembangunan nasional. Adapun garis besar pembangunan nasional
Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang adil dan makmur sejalan yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila
sebagai falsafah hidup bangsa. Dalam konsiderans menimbang Undang-
Undang Perbankan disebutkan bahwa perbankan dibangun berdasarkan
asas demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat, sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.!

Dalam konsiderans menimbang Undang-Undang a quo tersebut begitu
ditekankan bahwa sejatinya bank dibentuk dengan tujuan filosofis untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa

bank ini berkedudukan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari

Konsiderans Menimbang huruf b, dan ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2
dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790).
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masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.? Selanjutnya, tujuan dari
perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.3

Adapun bank dari segi jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu,* Bank
Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dengan penekanan bahwa Bank
Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu
atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.®
Sementara itu, merujuk pada jenis bank berdasarkan UU Perbankan ini,
Bankaltimtara merupakan jenis Bank Umum dengan bentuk badan hukum
berupa Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat
(1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bentuk hukum Bank Umum
dapat berupa: Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah.

Dalam menjalankan usahanya, perbankan berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.® Pelanggaran terhadap

ketentuan tersebut dapat dikenakan dengan ancaman pidana sebagaimana

2 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790).

3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790).

4 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790).

5 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790).

6 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790).
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diatur dalam Pasal 50 dan 50 A UU Perbankan. Ketentuan Pasal 50 UU
Perbankan menyatakan  Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah). Sementara itu, ketentuan Pasal 50A menyatakan bahwa
pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi,
atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang
mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-
undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7
(tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Perbankan, dengan
tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana tersebut di atas, Bank
Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini,
atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang
bersangkutan. Sanksi administratif tersebut antara lain adalah:

(1) denda uang;
(2) teguran tertulis;
(3) penurunan tingkat kesehatan bank;

(4) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
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(5) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang
tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;

(6) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan
mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang
Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap
dengan persetujuan Bank Indonesia;

(7) pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham

dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perekonomian mnasional tentu tidak dapat dilepaskan dari unsur
perseroan terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal
yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.” Dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) ini
dikenal sistem pertanggungjawaban dimana pemegang saham Perseroan
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan
melebihi saham yang dimiliki.® Adapun kondisi tersebut menjadi gugur
(tidak berlaku) dalam hal:®

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak

terpenuhi;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).
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b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan
Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak
cukup untuk melunasi Perseroan.

Suatu Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam
wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar,
mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya, dan
dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan,
barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus
menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan tersebut.!® Adapun
syarat pendirian Perseroan ini yaitu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia!! dan setiap
pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan
didirikan,!? dan memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum

Perseroan.!s

10 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4756).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).

11

12

13
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Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan
dengan pendirian Perseroan.!* Keterangan lain yang dimaksud tersebut
memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau
nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri
Perseroan; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
pertama kali diangkat; nama pemegang saham yang telah mengambil bagian
saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah
ditempatkan dan disetor.!> Dalam konteks Bankaltimtara dengan badan
hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka segala bentuk kegiatan
dimulai dari pendirian, kegiatan termasuk juga peningkatan modal, hingga
pembubarannya harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini.

Adapun dalam konteks peningkatan modal Bankaltimtara, maka
merujuk pada Pasal 41 UU Perseroan Terbatas, antara lain menyebutkan
bahwa Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan
RUPS!®, Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah
apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah
suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.!” Selanjutnya

disebutkan juga, Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan

14 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).
Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).
Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756).

15

16

17
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dan disetor dalam batas modaldasar adalah sah apabila dilakukan dengan
kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah
saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan
lebih besar dalam anggaran dasar. Selanjutnya, seluruh saham yang
dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan
kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk
klasifikasi saham yang sama.Dalam hal pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan
membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa

saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.!®

C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Dalam UU Perbankan Syariah ini didefinisikan bahwa Perbankan
Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan
Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.!® Dalam undang-
undang tersebut, Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor
pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah, atau wunit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

18 Pasal 43 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4756).

19 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
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pembantu syariah dan/atau unit syariah.?° Terkait dengan UUS, ketentuan
Pasal 68 UU Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa dalam hal Bank
Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank induknya atau 15
(lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum
Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi
Bank Umum Syariah. ?! Ketentuan ini tentu penting diperhatikan oleh

Bankaltimtara.

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen
dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas,dan wewenang  pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,dan
penyidikan.?? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan, yang meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor
Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa
keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.??

20 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

21 Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867);

22 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

28 Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
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Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor

Perbankan, OJK mempunyai wewenang:?*

a.

pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang

meliputi:

1.

perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,
anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan
sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank,
serta pencabutan izin usaha bank;

kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan

dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa

pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan  bank yang

meliputi:

1.

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,

rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

S. standar akuntansi bank;

Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
meliputi:

1. manajemen risiko;

2 tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4 pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
dan

Pemeriksaan.

24

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
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E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Pengaturan dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang
mengatur tentang penambahan penyertaan modal Daerah kepada
Bankaltimtara adalah sebagai berikut:?°
Pertama, Peraturan Daerah Kota masuk dalam jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan. Kedua, bahwa materi
muatan dari Peraturan Daerah Kota berisi materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran
lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ketiga, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD
atau dari pemerintah kota. Keempat, rancangan Peraturan
Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau
Naskah Akademik. Kelima, bahwa penyusunan naskah
akademik rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan
teknik penyusunan naskah akademik.
Lima poin tersebut hendaknya diperhatikan sebagai landasan
bagi Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk menyusun Peraturan

Daerah, beserta Naskah Akademiknya.

25 Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 14, dan Pasal 63 jo. Pasal 56 ayat (1), (2) dan Pasal 57
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

UU Pemerintahan Daerah memberikan pengertian BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah?°.
Dijelaskan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 331 UU Pemerintahan Daerah
bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, yang berbentuk perusahaan umum
daerah dan perusahaan perseroan daerah, yang ditetapkan dengan Perda.
Tujuan pendirian BUMD adalah: (a) memberikan manfaat bagi
perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; (b) menyelenggarakan
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan
potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang
baik; dan (c) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selanjutnya, Pasal 332 ayat (1) menyebutkan bahwa sumber Modal
BUMD terdiri atas: (1) penyertaan modal Daerah, (2) pinjaman, (3) hibah, (4)
sumber modal lainnya seperti kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi
aset, dan agio saham. Dalam Pasal 304 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan
Daerah menyebutkan juga bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan
modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal
Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain,
dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau
BUMD. Lebih jauh, Pasal 333 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemerintahan Daerah
menyebutkan: Pertama, bahwa penyertaan modal Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda. Kedua,
penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan
penambahan modal BUMD. Ketiga, penyertaan modal Daerah dapat berupa

uang dan barang milik Daerah.

26 Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587).
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G. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

PP No. 58 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah (PP
Pengelolaan Keuangan Daerah) ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 182
dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Dalam Pasal 108 dan 109 PP a quo dijelaskan bahwa dalam hal
APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang APBD. Selanjutya disebutkan juga, penggunaan surplus
APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan,
dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Dalam Pasal 155
disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan

daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah

PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (PP Investasi
Pemerintah) merupakam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara?’. Dalam PP tersebut,
disebutkan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana
dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat
berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya.?® Surat berharga adalah saham dan/atau
surat utang sementara investasi Langsung adalah penyertaan modal

dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk

27 Lihat bagian mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah.

28 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah.
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membiayai kegiatan usaha.?® Sementara itu, yang dimaksud dengan
penyertaan modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha
dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas
dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas3°.

Dalam ketentuan Pasal 30 PP Investasi Pemerintah ini disebutkan
bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku mutatis mutandis
terhadap pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Namun demikian,
berdasarkan Pasal 30 ayat (2) PP Investasi Pemerintah dijelaskan ketentuan
lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD) ini sebagai tindak lanjut dari
ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2),
Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2),
Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1
dijelaskan definisi mengenai Badan Usaha Milik Daerah, yaitu badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Dalam
konteks ini, Kepala Daerah bertugas sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.®! Adapun pelaksanaan

kekuasaan sebagaimana dimaksud tersebut meliputi kebijakan BUMD yang

29 Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha
Milik Daerah.

30

31
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diantaranya adalah tentang penyertaan modal dan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.3*? Dalam hal Kepala
Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan, terdapat dua kondisi, yaitu: (a) pada perusahaan umum
Daerah, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal; dan (b) pada
perusahaan perseroan Daerah, Kepala Daerah berkedudukan sebagai
pemegang saham.®® Baik dalam kedudukan sebagai pemilik modal maupun
sebagai pemegang saham, Kepala Daerah berwenang mengambil keputusan
dalam BUMD tersebut, dan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat
daerah. 3*

Berkaitan dengan BUMD, sumber modal BUMD sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas: penyertaan modal Daerah,
pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Lebih lanjut, bahwa
penyertaan modal Daerah tersebut dapat bersumber dari APBD dan/atau
konversi dari pinjaman.’®> Adapun modal BUMD yang bersumber dari
penyertaan modal Daerah ini merupakan batas pertanggungjawaban Daerah
atas kerugian BUMD yang bersangkutan.3°

Dalam konteks ini, penyertaan modal Daerah kepada BUMD
dilakukan dalam rangka: pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan
pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain dengan bentuk
penyertaan modal yang dapat berupa uang dan barang milik Daerah.®’

Penyertaan modal berupa barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada

32 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha

Milik Daerah.
33 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha
Milik Daerah.
Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan
Usaha Milik Daerah.
Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha
Milik Daerah.
36 Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik
Daerah.
Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan
Usaha Milik Daerah.

34

35

37
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saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Sementara
itu, yang dimaksud dengan nilai riil yaitu diperoleh dengan penafsiran harga
barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Adapun, penyertaan modal Daerah ini dilakukan dengan cara
ditetapkan dengan Perda.38

Dalam konteks penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan
modal BUMD, dilakukan untuk: pengembangan usaha, penguatan struktur
permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaaannya
baru dapat dilakukan setelah analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan
tersedianya rencana bisnis BUMD yang bersangkutan.?®® Dalam konteks
sumber modal BUMD yang berasal dari sumber modal lainnya, penyertaan
modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi
asset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengelolaan keuangan daerah.*®

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri
PPKD) dibuat sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 155 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana tersebut di atas. Ruang lingkup keuangan daerah menurut

Permendagri yaitu:

38 Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha
Milik Daerah.

39 Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik
Daerah.

40 Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik
Daerah.
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hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

C. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan daerah; dan

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum.

Dalam konteks keuangan daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah adalah kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah,
dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).

Berkaitan dengan penyertaan modal, bahwa investasi pemerintah
daerah dapat berupa investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek.
Adapun penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha
lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah
untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat ini merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang
sifatnya permanen. Investasi jangka panjang pemerintah daerah ini dapat
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan
modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap ketentuan Pasal 71 Permendagri PPKD, menyebutkan,

sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

S)

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas
dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas)
bulan.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12
(duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian
Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat
Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran
investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas)
bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka
mengendalikan suatu badan wusaha, misalnya pembelian surat
berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu
badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk
tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga
yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah
dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan
aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan
usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki
pemerintah  daerah  untuk menghasilkan pendapatan atau

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

NASKAH AKADEMIK 99



6)

7)

8)

9)

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat
untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi
atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah
daerah dalam rangka  pelayanan/pemberdayaan masyarakat
sepertibantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir
kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada
usaha mikro dan menengah.

Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah
tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-
tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan
daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan

peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

NASKAH AKADEMIK 100



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun

2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibuat

sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 155 Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun yang

termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah yaitu:

a.

hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;

kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

penerimaan daerah;

pengeluaran daerah;

kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan daerah; dan

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

kepentingan umum.

Dalam konteks keuangan daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah adalah kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah,

dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).

Berkaitan dengan penyertaan modal, bahwa investasi pemerintah

daerah dapat berupa investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek.

Adapun penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha

lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah

untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
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masyarakat ini merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang
sifatnya permanen. Investasi jangka panjang pemerintah daerah ini dapat
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan

modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah

Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah)
merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yang
menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Permendagri ini, yang dimaksud dengan Investasi
Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang
milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi
pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu
mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.*! Surat Berharga
adalah saham dan surat utang.*? Investasi Langsung adalah penyertaan
modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk
membiayai kegiatan usaha. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan

41 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
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mendapat hak kepemilikan.*® Penyertaan modal pemerintah daerah atas

barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah

yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum

lainnya yang dimiliki negara.**

Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, yang meliputi:*°

a.

keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan
Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalamjangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi yang bersangkutan; dan/atau

peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  akibat

dariinvestasi pemerintah daerah.

Sementara itu, investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:*®

a.

b.

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian
daerah;

meningkatkan pendapatan daerah; dan

43
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Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah.
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c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi investasi surat berharga
dan/atau investasi langsung. Investasi surat berharga dilakukan dengan
cara pembelian saham; dan/atau pembelian surat utang. Sementara itu,
investasi langsung meliput penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
pemberian pinjaman. *Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.*® Investasi
pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal (a) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang
penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; (b) Terdapat barang milik daerah yang
tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.*® Investasi dalam bentuk Penyertaan modal
dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan

analisis risiko.

M. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum jo. Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Sistem perbankan yang sehat dan berdaya saing secara nasional
maupun internasional tentu perlu didukung regulasi yang tepat dalam

rangka mendukung kegiatan yang berjalan dalam sistem perBankan

47 Pasal 9, 10, dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

48 Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah.

49 Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah.
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tersebut. Dalam konteks perbankan, terdapat ketentuan mengenai
penyediaan modal minimum Bank umum guna melakukan peningkatan
kemampuan penyerapan risiko yang sifatnya berpeluang membahayakan
Bank, contohnya yaitu dalam hal terjadinya krisis dan/atau pertumbuhan
kredit perbankan yang berlebihan. Peraturan Otoritias Jasa Keuangan
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ini berusaha
memberikan ketentuan terhadap penyediaan modal minimum Bank umum
sejalan dengan semangat peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan
sesuai dengan standar perBankan internasional. Dalam konteks tersebut,
perlu adanya penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal
Bank dan rasio permodalan. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas
modal tersebut pada dasarnya dirancang untuk memberikan tambahan
modal di atas batas minimum persyaratan modal sesuai dengan profil risiko
Bank sehingga konsep ini diharapkan dapat menunjang fungsi penyangga
dalam kondisi adanya krisis keuangan dan ekonomi yang berpotensi besar
mengganggu stabilitas kegiatan dalam sistem keuangan Bank.

Dalam Peraturan OJK ini membebankan kewajiban kepada Bank untuk
menyediakan modal minimum sesuai profil risikonya masing-masing yang
dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
(KPMM).° Adapun penetapan penyediaan modalnya adalah sebagai
berikut:5!

a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;
b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh

persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;

50 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

51 Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
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10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas
persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3;
atau

d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen)
dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau
Peringkat 5.

Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang
menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana
telah ditetapkan tersebut apabila OJK menilai Bank menghadapi potensi
kerugian yang membutuhkan modal yang lebih besar. 5?2 Adapun bentuk-
bentuk kewajiban modal minimum sesuai profil risikonya meliputi:

a. pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan
bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi
bulan Desember tahun sebelumnya;

b. pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai
dengan bulan Februari Tahun berikutnya didasarkan pada
peringkat profil risiko posisi bulan Juni;

c. dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara
periode penilaian profil risiko, pemenuhan modal minimum
didasarkan pada
peringkat profil risiko terakhir.

Selanjutnya, bahwa Bank juga dibebani kewajiban untuk membentuk
tambahan modal yang dialokasikan sebagai penyangga (buffer) dalam hal
lembaganya menghadapi krisis atau ketidakstabilan keuangan. Adapun
tambahan modal tersebut dapat berupa Capital Conservation Buffer,
Countercyclical Buffer, dan/atau Capital Surcharge untuk Bank Sistemik
dengan besaran tambahan modal masing-masing sebesar 2,5% (dua koma

lima persen) dari ATMR untuk Capital Conservation Buffer, 0% (nol persen)

52 Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
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sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) untuk Countercyclical Buffer
dari ATMR, dan 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima
persen) dari ATMR untuk Capital Surcharge.>® Pemenuhan tambahan modal
tersebut dipenuhi dengan komponen modal inti utama yang dialokasikan
untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal inti utama minimum, modal
inti minimum, dan modal minimum sesuai profil risiko Bank.

Dalam konteks ini pada hakikatnya ketentuan mengenai penyediaan
modal minimum dan juga tambahan modal bagi Bank bermaksud untuk
menjaga stabilitas Bank dari krisis keuangan dan ekonomi yang rentan
terjadi hingga pada akhirnya berpotensi pada kerugian besar maupun
collapse. Konsep penyediaan modal minimum ini penting untuk diperhatikan
karena dianggap sebagai muara krisis yang berakibat pada meruginya Bank
disinyalir karena tidak memadainya kualitas dan kuantitas permodalan

Bank sehingga tidak ada sistem buffering dalam hal terjadi krisis.

N. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  (Peraturan OJK) No.

6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan

Modal Inti Bank mengatur bahwa Bank hanya dapat melakukan kegiatan

usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai modal inti yang dimiliki.

Berdasarkan modal inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4

(empat) BUKU, yaitu:>*

a. BUKU I adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang
dari Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

53 Lihat perubahan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

5 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
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BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang
dari Rp5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang
dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah); dan

d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp30.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah).

Pengelompokan BUKU untuk unit usaha syariah didasarkan pada
Modal Inti Bank umum konvensional yang menjadi induknya.>®
Kegiatan Usaha yang dilkukan Bank umum konvensional
dikelompokkan:®® penghimpunan dana; pengaluran dana; pembiayaan
perdagangan (Trade Finance); kegiatan treasury; kegiatan dalam valuta asing;
kegiatan sistem pembayaran dan electronic Banking, kegiatan penyertaan
modal; kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan
kredit; jasa lainnya; dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun batasan-batasan kegiatan usaha Bank umum konvensional
ini masih dibagi lebih lanjut berdasarkan kriteria pengelompokan masing-
masing BUKU sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 5 Peraturan
OJK ini. Berbeda dengan Bank umum konvensional, Bank umum syariah
dan Bank umum syariah dibatasi kegiatannya dengan pengelompokkan
sebagai berikut:®” penghimpun dana; penyaliran dana; pembiayaan
perdagangan (Trade Finance); kegiatan Treasury; kegiatan dalam valuta

asing; kegiatan keagenan dan kerja sama; kegiatan sistem pembayaran dan

55 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

56 Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

57 Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
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Electronic Banking; kegiatan penyertaan modal; kegiatan penyertaan modal
sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; jasa lainnya; dan
kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perBankan dan di bidang sosial
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan. Adapun serupa dengan Bank umum konvensional,
batasan kegiatan usaha Bank umum syariah dan unit usaha syariah juga
dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan masing-masing BUKU.
Pengaturan terhadap hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.8

Berkaitan dengan unit usaha syariah, bahwa kegiatan usaha yang
dapat dilakukan oleh unit usaha syariah ini mengacu pada BUKU Bank
umum konvensional yang menjadi induknya. % Lebih lanjut, bahwa kegiatan
usaha tertentu pada BUKU Bank umum konvensional yang menjadi
induknya dapat dilakukan oleh unit usaha syariah dengan catatan setelah
mendapatkan persetujuan dari OJK.%°

Adapun spesifik mengenai penyertaan modal, ditetapkan bahwa
penyertaan modal BUKU 2 paling tinggi yaitu sebesar 15% dari modal Bank;
BUKU 3 paling tinggi sebesar 25% dari modal Bank; dan BUKU 4 paling
tinggi sebesar 35% dari modal Bank. ° Bank umum konvensional yang
melakukan penyertaan modal kepada Bank umum syariah paling rendah
sebesar 5% dari modal Bank umum konvensional, batasan penyertaan
modal pada BUKU 2 dan BUKU 3 menjadi masing-masing sebesar paling
tinggi 20% dan 30% dari modal Bank umum konvensional. Akan tetapi,

ketentuan tersebut dikecualikan bagi penambahan penyertaan modal pada

58 Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

59 Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

60 Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

61 Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
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perusahaan anak yang berasal dari laba yang diperoleh dari perusahaan

anak yang sama.®?

O. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menjadi Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara
Bahwa perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah

(BPD) Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD Kalimantan

Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) -selanjutnya disebut

Bankaltimtara- ini pada dasarnya merupakan tuntutan dari aspek hukum

dan juga aspek usaha Bank dalam rangka memberikan fleksibilitas di

bidang bisnis dan operasional usaha, serta menjadi salah satu sumber

potensial dalam berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Oleh
karenanya, bentuk badan hukum BPD yang berupa Perusahaan Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

Timur sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02

Tahun 2010 dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi

perbankan BPD Kaltim. Oleh karenanya, dilakukan perubahan bentuk

badan usaha Perusahaan Daerah BPD Kaltim menjadi Perseroan Terbatas

(PT) BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dimana Kalimantan

Utara ini merupakan daerah pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan bentuk badan hukum ini melahirkan konsekuensi bahwa
seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha-usaha perusahaan,

organ perseroan, pegawai, izin operasi dan izin-izin lainnya, seluruh atribut

62 Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
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serta visi dan misi Perusahaan Daerah BPD Kaltim mengalami peralihan
kepada Bankaltimtara sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan
terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perda a quo. Lebih
lanjut, perlu diperhatikan bahwa perubahan bentuk badan hukum Bank
ini tidak mengubah fungsinya: (1) sebagai Bank Umum; dan (2) sebagai
pemegang Kas Daerah atau penyimpan uang daerah. Kemudian pada ayat
(3) diatur bahwa seluruh kekayaan Daerah pada Bank merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

Berkenaan dengan maksud dan tujuan pendirian Bankaltimtara,
dalam Pasal 4 Perda a quo dijelaskan bahwa maksud dan tujuannya adalah
untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Sementara itu, tujuan perubahan bentuk badan hukum ini sebagaimana
dalam Pasal 5 ayat (2) Perda a quo, meliputi:

a. meningkatkan kemampuan sumber pendanaan dan pembiayaan bagi
Bank;

b. meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisiasi perkembangan
ekonomi dan dunia perbankan nasional maupun global;

c. meningkatkan fungsi dan peranan Bank dengan memperluas wilayah
jangkauan operasional dan memperbanyak produk usaha;

d. turut membantu menggerakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan daerah di segala bidang terutama untuk sektor
ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di
daerah; dan

e. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sehubungan dengan nama dan tempat kedudukan, disebutkan dalam

Pasal 6 ayat (1) bahwa nama Bank sebagaimana dimaksud adalah

Perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
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dan Kalimantan Utara yang disingkat dengan PT. BPD Kaltim Kaltara

dengan nama panggilan Bankaltimtara. Adapun kedudukan dan kantor

pusat Bank ini berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan Kantor

Wilayah, Kantor Cabang dan/atau Kantor di bawah Kantor Cabang yang

ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Lebih lanjut,

berdasarkan Pasal 6 ayat (4), terdapat pembolehan bagi Bank untuk
membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan/atau Kantor di bawah Kantor

Cabang di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indonesia dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan

terkait yang berlaku.

Dalam konteks permodalan, Pasal 8 Perda a quo menetapkan bahwa
Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp 10 triliun dengan jumlah sebanyak
2.000.000 (dua juta) lembar saham dengan nilai nominal per lembarnya
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diterbitkan secara kolektif.
Adapun rincian modal dasarnya adalah sebagai berikut:%3
a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit sebesar 51%

(lima puluh satu persen);

b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pernerintah KabupatenlKota di
Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Utara paling banyak sebesar 49% (empat puluh
sembilan persen), dengan pembagian komposisi:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 10% (sepuluh
persen);
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalirnantan Timur sebesar

60% (enan puluh persen); dan

63 Lihat ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara.
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3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan [Jtara sebesar
30% (tiga puluh persen).

Terhadap jumlah Modal Dasar tersebut, ketentuan pemenuhan modal
ditempatkan dan/atau modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar
Bankaltimtara. Dalam hal akan dilakukan perubahan modal dasar, maka
perubahan modal dan komposisinya diputuskan melalui forum Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Adapun Pemda selaku pemegang saham mayoritas
wajib berkonsolidasi dan berkonsultasi dengan DPRD. Berkaitan dengan
struktur dan kepemilikan modal Bankaltimtara ini, terdapat klausul bahwa
Pemda selaku pemegang saham Bank wajib menjaga komitmennya dalam
hal pemenuhan modal yang diwujudkan melalui APBD per tahunnya sesuai
dengan kemampuan masing-masing daerah serta business plan dari Bank
tersebut. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan

Pemerintah tentang BUMD.

P. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam

Modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur

Sebelum mengkaji materi muatan dalam Peraturan Daerah ini, perlu
diperhatikan bahwa Peraturan Daerah ini lahir sebelum adanya perubahan
bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah BPD Kaltim menjadi PT BPD
Kaltim dan Kaltara (PT. BPD Kaltim Kaltara, selanjutnya disebut
Bankaltimtara) pada tahun 2016. Dalam Perda ini, khususnya dalam Pasal 2
disebutkan bahwa penambahan penyertaan modal Pemda Kota Bontang
kepada BPD Kaltim (saat itu) adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBD 2014. Lebih lanjut, dalam
Pasal 3 ayat (1) Perda a quo dinyatakan bahwa dengan adanya penambahan
penyertaan modal tersebut, maka jumlah penyertaan modal Pemda Kota

Bontang kepada BPD Kaltim pada saat itu seluruhnya menjadi
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Rp63.620.000.000,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua pulu juta
rupiah). Dengan kata lain, jumlah penyertaan modal yang telah dipenuhi
sebelumnya adalah sebesar Rp48.620.000.000,00 (empat puluh delapan
miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

Namun demikian, mempertimbangkan kondisi eksisting bahwa BPD
Kaltim telah mengalami perubahan badan hukum dan perubahan nama
menjadi PT. BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara), serta adanya maksud
Pemda Kota Bontang melakukan penambahan penyertaan modal kepada
Bankaltimtara, maka hal yang mendesak dilakukan adalah pembentukan
Peraturan Daerah yang mengatur tentang penambahan penyertaan modal
Pemda Kota Bontang kepada Bankaltimtara. Perda inilah kemudian yang
akan menjadi dasar legitimasi Pemda Kota Bontang untuk meningkatkan
kepemilikan modalnya atas Bankaltimtara. Disamping itu, dalam perda
nantinya juga perlu diatur mengenai jangka waktu dan rincian pemenuhan
penambahan penyertaan modal Pemda Kota Bontang kepada Bankaltimtara

pada setiap tahun anggarannya.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan (welfare state) seperti
Indonesia, tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap
warga negaranya. Hal tersebut sesuai pula dengan ide dasar tentang tujuan
bernegara sebagaimana telah digariskan di dalam Pembukaan UUD 1945,
yang dilandaskan kepada Pancasila sebagai dasar bernegara. Pancasila yang
merupakan cita hukum (rechtsidee) dan grundnorm dalam tertib hukum
Indonesia, telah memberikan pula dasar bagi negara untuk mengwujudkan
kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui salah satu silanya, yaitu:
menguwujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan
tujuan negara tersebut, maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam
segala aspek kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam kegiatan
ekonomi masyarakat.®*

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penerapan konsep
negara hukum kesejahteraan (welfare-rechstaat) memegang peranan penting
dalam pemenuhan kesejahteraan warga masyarakat. Kehadiran negara
dalam kegiatan ekonomi adalah dalam rangka mencapai tujuan negara,
yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, negara perlu
mendayagunakan seluruh kekuatan ekonominya untuk menggerakkan roda
ekonomi secara berkesinambungan, termasuk untuk kebutuhan tertentu
dari masyarakat yang belum dapat diproduksi melalui suatu mekanisme
komersial (badan wusaha swasta), maka negara berkewajiban untuk

menyediakannya.

64 Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Kharisma

Putera Utama, Jakarta, hal. xii
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Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) adalah bukti nyata dari keterlibatan Negara®—dalam hal ini
termasuk Pemerintah Daerah—, dalam kegiatan ekonomi daerah dalam
rangka mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat
Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), yang memberi legitimasi
peranan negara termasuk juga Daerah melalui berbagai perusahaan, yang
kemudian dikenal dengan BUMN/BUMD.

Dalam kontek Indonesia, sebagai negara penganut konsep welfare state,
maka kehadiran negara melalui BUMN/BUMD tidaklah diarahkan
sepenuhnya kepada pencairan keuntungan (fungsi profitisasi), akan tetapi
yang juga fungsi pelayanan kepada masyarakat (fungsi sosial). Dijelaskan
oleh Rodi Dahar Harahap, selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat, keberadaan perusahaan daerah/BUMD adalah untuk mencari
profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Dividen yang diperoleh
tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan
meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah.%®
Pasal 331 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menegaskan bahwa pendirian BUMD bertujuan adalah untuk

65  Keterlibatan Negara/Daerah dalam perekonomian berawal dari tafsir frasa “dikuasai
negara”, dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Oleh Mahkamah Konstitusi,
berdasarkan putusannya Nomor 002/PUU-1/2003, memberikan pengertian “dikuasai
negara” sebagai pemberian mandat secara kolektif dari rakyat kepada negara/daerah
untuk untuk mengadakan kebijakan (beleid), dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad)®® untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share
holding) dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN/BUMD,
sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q Pemerintah,
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan tersebut untuk
digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

66 Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Coorporate Governance”, Yustisia
Edisi 88 Januari — April 2014, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
hal. 126.
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pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah
pada umumnya; kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat
hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang
bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan ketiga,
memperoleh laba dan/atau keuntungan. Berdasarkan tujuan pendirian
BUMD di atas, maka kategori sasaran BUMD dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu, pertama, yang bersifat sosial komersial, yaitu yang ditugaskan untuk
melayani kepentingan daerah, seperti membuka lapangan pekerjaan, atau
untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Bentuk BUMD kategori
sosial komersial ini adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Sementara itu, yang kedua, BUMD yang bersifat komersial murni, yaitu
Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam konteks ini, Bankaltimtara
merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau lebih
tepatnya sebagaimana dalam PP tentang BUMD disebut dengan Perseroda.
Adapun sebelumnya, BPD Kaltim Kaltara ini merupakan Perumda dan
masih terdiri dari 1 (satu) provinsi, yaitu Kalimantan Timur, sehingga
namanya pun berbeda (BPD Kaltim). Perubahan bentuk badan hukum
tersebut bukan tanpa tujuan, melainkan untuk memberikan keleluasaan
kepada Bankaltimtara dalam urusan operasioanl dan kinerjanya sehingga

dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Bankaltimtara adalah BUMD yang bergerak dalam kegiatan Bank
Umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Utara. Pertama kali beroperasi, 14 Oktober 1965, Bankaltimtara
diresmikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.

3/PD/64 tanggal 19 September 1964 dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan
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Bank Sentral/Bank Indonesia No. Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September
1965. Peraturan Daerah No. 03/PD/64 yang mengatur tentang anggaran
dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan diantaranya dalam
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.%7

Sejak pertama kali didirikan Bankaltimtara terus mengalami
peningkatan dari aspek permodalannya, termasuk peningkatan modal yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang sebagai salah satu pemegang
sahamnya. Sebagaimana terakhir diketahui, berdasarkan Perda No. 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Modal Dasar ditetap sebesar Rp.
10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang terdiri dari jumlah
saham sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar dengan nominal per lembar
saham senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dari Modal Dasar sebesar
Rp 10 trilliun tersebut, sampai dengan September 2018 telah dilakukan
penyetoran oleh para pemegang saham sebesar Rp.3.252.870.000.000,00

dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

67  Bankaltimtara, “Tentang Bankaltimtara”, diakses dari

https:/ /bankaltimtara.co.id/id / page/tentang-bankaltimtara,pada tanggal 1 Desember
2018.
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Tabel 11
Komposisi Kepemilikan Saham PT. BPD Kaltim Kaltara

Pemegang Saham Modal Disetor Lembar Saham | Komposisi
Pemprov Kalimantan Timur 1,211,715,000,000.00 242,343 37.25%
Pemkab Kutai Kartanegara 453,180,000,000.00 90,636 13.93%
Pemkab Berau 304,165,000,000.00 60,833 9.35%
Pemkab Bulungan 250,000,000,000.00 50,000 7.69%
Pemprov Kalimantan Utara 170,000,000,000.00 34,000 5.23%
Pemkot Balikpapan 107,745,000,000.00 21,549 3.31%
Pemkab Tana Tidung 100,100,000,000.00 20,020 3.08%
Pemkab Kutai Timur 98,610,000,000.00 19,722 3.03%
Pemkab Paser 95,565,000,000.00 19,113 2.94%
Pemkab Malinau 78,390,000,000.00 15,678 2.41%
Pemkab Nunukan 74,375,000,000.00 14,875 2.29%
Pemkot T arakan 72,630,000,000.00 14,526 2.23%
Pemkot Bontang 63,620,000,000.00 12,724 1.96%
Pemkab Kutai Barat 60,250,000,000.00 12,050 1.85%
Pemkab Penajam Paser Utara 57,600,000,000.00 11,520 1.77%
Pemkot. Samarinda 49,925,000,000.00 9,985 1.53%
Pemkab Mahakam Ulu 5,000,000,000.00 1,000 0.15%

Total 3,252,870,000,000.00 650,574 100.00%

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari
dokumen “Akta Keputusan Dewan Pengawas PT. BPD Kaltim Kaltara No. 03
per tanggal 18 September 2018”, kepemilikan Pemerintah Kota Bontang
berdasarkan dokumen adalah sebesar 1.96% atau sebesar

Rp63.620.000.000,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta
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rupiah) atau setara dengan 12.724 lembar saham. Pencapaian Modal Disetor
sebesar Rp63.620.000.000,00 adalah akumulasi dari beberapa kali
penyetoran. Dimulai pertama kali penyetoran oleh Pemerintah Kota Bontang
adalah sebesar Rp 1.000.000.000 pada tahun 2001 dan terakhir Pemerintah
Kota Bontang melakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp
15.000.000.00.000 di tahun 2014. Sementara itu, mengacu data per tanggal
18 September 2018 ini diketahui bahwa jumlah modal dasar Bankaltimtara
adalah Rp3.252.870.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh dua miliar
delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setara dengan 650.574 lembar
saham. Berdasarkan proporsi kepemilikan modal Bankaltimtara tersebut,
maka Pemda Kota Bontang berada pada posisi ke-13 (tiga belas) dari total 17
(tujuh belas) pemegang saham yang ada. Sampai dengan 28 Oktober 2018
masih tercatat modal disetor Pemkot Bontang kepada Bankaltimtara adalah
sebesar Rp63.620.000.000,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh
juta rupiah), atau masih sama dengan pencatatan modal disetor pada
tanggal 18 September 2018. Dari sisa Modal Dasar yang belum disetorkan
atau modal dalam simpanan sebesar Rp 6.747.130.000.000,00, maka
Pemerintah Kota Bontang dengan kepemilikan sebesar Rp 1,96% memiliki
hak penyetoran modal sebesar Rp. 132.243.748.000,00 kepada
Bankaltimtara.

Dari segi bisnis atau investasi, penambahan penyertaan modal oleh
Pemerintah Kota Bontang, juga berdampak pada peningkatan penerimaan
berupa dividen bagi Pemerintah Kota Bontang sebagai pemegang saham.
Dari total penyertaan modal sebesar Rp63.620.000.000,00 mampu
memberikan dividen sebesar Rp. 92.697.692.875,00 atau sebesar 146%
dengan kontribusi penyaluran kredit sebesar Rp. 441.904.345.485,00.
Artinya, penyetoran modal yang dilakukan mampu memberikan Pendapatan
Asli Daerah dan berkontribusi maksimal bagi Pemerintah Kota Bontang.

Oleh sebab itu, kondisi tersebut mendorong Pemda Kota Bontang untuk
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melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bankaltimtara dalam
waktu 3 (tiga) tahun anggaran ke depan, Tahun Anggaran 2021 sampai
dengan Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penambahan modal ini penting untuk menghindari
terjadinya dilusi (berkurangnya persentase kepemilikan saham) sehubungan
proyeksi penambahan setoran modal Bankaltimtara dengan nominal sebesar
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk jangka waktu
tiga tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2021 sebesar sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh  miliar rupiah), dan
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk Tahun Anggaran
2023.

C. Landasan Yuridis

Pada prinsipnya, keterlibatan Daerah dalam kegiatan ekonomi dalam
bentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya dalam mensejahterakan
masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu: Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Lebih
lanjut, ketentuan tersebut diejawantahkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Perbankan Syariah, maupun
peraturan perundang-undangan derivatnya, khususnya yang mengatur
mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, Pasal 331 UU Pemerintahan
Daerah disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, yang berbentuk

perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, yang
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ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya, Pasal 332 ayat (1) menyebutkan
bahwa sumber Modal BUMD terdiri atas: (1) penyertaan modal Daerah, (2)
pinjaman, (3) hibah, (4) sumber modal lainnya seperti kapitalisasi cadangan,
keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Dalam Pasal 304 ayat (1) dan (2)
UU Pemerintahan Daerah menyebutkan juga bahwa Daerah dapat
melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau
BUMD. Penyertaan modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual
kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik
negara dan/atau BUMD. Lebih jauh, Pasal 333 ayat (1), (2), dan (3) UU
Pemerintahan Daerah menyebutkan:

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat

(1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD
dan penambahan modal BUMD.
(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

Oleh karena, berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (5) UU
Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah
daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
disebutkan di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan
lainyang mengatur tentang BUMD dan Bank Pembangunan Daerah, yaitu
meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

o

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum jo. Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
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Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke dalam
Modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi
dasar dalam rangka pengaturan Bankaltimtara, khususnya dalam konteks
penyertaan modal Daerah kepada Bankaltimtara. Oleh karena itu,
penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah kepada
Bankaltimtara harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan terkait guna menghindari pengaturan yang

saling kontradiktif antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
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BAB VI
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perubahan Peraturan Daerah
Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai kajian akademik dalam
rangka penyusunan peraturan daerah tentang penyertaan modal Daerah
Kota Bontang kepada Bankaltimtara. Adapun sasaran yang akan
diwyjudkan yaitu mengenai penyertaan modal daerah kepada
Bankaltimtara sebagai salah satu upaya dalam rangka menjaga komitmen
modal Daerah Kota Bontang atas Bankaltimtara. Hal ini dilakukan dalam
rangka penguatan struktur modal Bankaltimtara sekaligus untuk
menjaga kestabilan perekonomian Bank. Disamping itu, pembentukan
Peraturan Daerah ini sekaligus sebagai respon atas perubahan bentuk
badan hukum BPD Kaltim yang semula berupa Perusahaan Daerah
menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama panggilan Bankaltimtara.
Adapun jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini
berkaitan dengan jumlah penambahan penyertaan modal yang
dibebankan kepada Bankaltimtara. Selain itu juga dalam rangka
mengatur tahapan serta rincian penyertaan modal yang telah disesuaikan

dengan kondisi ruang fiskal Daerah dan dan berdasarkan RUPS.
B. Ruang Lingkup Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang penambahan
penyertaan modal Daerah Kota Bontang kepada PT. BPD Kaltim Kaltara,
dirumuskan beberapa ketentuan umum sebagai berikut:
a. Daerah adalah Kota Bontang.
b. Walikota adalah Walikota Bontang.
c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bontang.
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Bank adalah Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT. BPD Kaltim
Kaltara dengan nama panggilan (call name) Bankaltimtara yang
menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan prinsip syariah.

e. Penyertaan modal adalah penempatan dana Daerah yang bersifat
jangka panjang dalam bentuk uang dan atau barang milik Daerah
yang telah dipisahkan dari kekayaan daerah kepada Bank.

f.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Penambahan penyertaan modal Daerah Kota Bontang kepada Bank
adalah untuk memberikan dukungan modal kepada Bank sekaligus
sebagai bentuk komitmen dalam menjaga proporsi kepemilikan modal
Daerah atas Bank. Adapun tujuan dari penambahan penyertaan modal
ini meliputi: Pertama, mendukung pelaku ekonomi yang membutuhkan
dana sehingga roda perekonomian bergerak dan mendorong
pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan dalam bentuk
kredit yang diberikan. Kedua, membukaan unit layanan untuk
memperluas jaringan pelayanan terhadap masyarakat sebagai financial
deepening dan mengajak masyarakat bankable. Ketiga, memberikan
Pendapatan Asli Daerah (reward) yang bersumber dari investasi yang
produktif sebagai komponen APBD. Keempat, meningkatkan potensi

perolehan keuntungan atau deviden bagi Daerah.
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3. Penambahan Penyertaan Modal
Berdasarkan Akta Keputusan Dewan Pengawas PT. BPD Kaltim
Kaltara (Bankaltimtara) No. 03 per tanggal 18 September 2018, diperoleh
data bahwa jumlah modal disetor yang dimiliki Pemda Kota Bontang
kepada  Bankaltimtara adalah sebesar 1.96% atau  sebesar
Rp63.620.000.000,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh
juta rupiah) atau setara dengan 12.724 lembar saham. Adapun untuk
menjaga dan meningkatkan kepemilikan modal Daearah atas
Bankaltimtara, maka Pemda Kota Bontang bermaksud melakukan
penambahan penyertaan modal kepada Bankaltimtara sebesar
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dalam bentuk
uang tunai selama 3 (tiga) tahun anggaran, dengan rincian sebagai
berikut:
a. tahun anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar
rupiah);
b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar
rupiah); dan
c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Bankaltimtara merupakan Bank Pembangunan Daerah yang belum
lama ini berhasil bertransformasi dari perusahaan daerah menjadi
perseroan terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kedepannya Bankaltimtara
bertekad memperkuat perannya dalam pembangunan daerah dengan
memetakan strategi pengembangan potensi ekonomi daerah, dengan
peran yang semakin maksimal dari Bankaltimtara. Diharapkan hal ini
dapat mendorong usaha-usaha baru dari masyarakat, menyerap tenaga
kerja secara maksimal, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan
meningkatkan indeks perekonomian daerah.

Kontribusi nyata telah diberikan oleh perseroan dengan memberikan
dividen tahunan secara rutin kepada seluruh pemerintah daerah sebagai
pemegang saham yang berguna bagi tambahan pendapatan asli daerah.
Apabila ditinjau dari data historis, Bankaltimtara telah memberikan
dividen yang nilainya signifikan, khususnya untuk Kota Bontang. Dari
total modal disetor yang diinvestasikan Pemerintah Kota Bontang pada
Bankaltimtara sebesar 63,62 milyar rupiah, telah mendapatkan
pengembalian dividen sebesar 92,7 milyar rupiah.

Tabel 12
Dividen yang Telah Diterima oleh Kota Bontang

1,883.30 37.22%

2001 3,000

2002 8,935
3,703.17 47.48%

NASKAH AKADEMIK 128



2003 9,950 i
3,171.23 11.98%

2004 9,950 14.50%
2.634.95

2005 9,950 35.04%
2.143.77

2006 23,620 )
4,529.57 23.51%

2007 32,620 )
6,425.46 24.92%

2008 48,620 )
9,562.66 29.96%

2009 48,620 )
8,921.91 11.61%

2010 48,620 8.58%
9,815.31

2011 48,620 24.31%
7.649.29

2012 48,620 38.00%
6,655.28

2013 48,620 50.96%
6,300.52

2014 63,620 23.47%
5,154.37

2015 63,620 29.84%
4,052.57

2016 63,620 38.19%
5,314.79

2017 63,620 45.71%
4,779.55
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Total Penerimaan
Dividen dari tahun 2001
s/d 2017 92,697.69

Sumber: File Power Point Kepemilikan Modal BanKaltimtara, 2017

Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk
menambah jumah setoran modal guna meningkatkan proporsi
pekemilikan saham Bankaltimtara. Diharapkan, seiring dengan
perkembangan Bankaltimtara, akan meningkatkan penerimaan dividen
yang diterima oleh Pemerintah Kota Bontang.

Ditinjau dari hasil perhitungan ruang fiskal pada sub bahasan
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan kerangka penyertaan
modal pemerintah daerah Kota Bontang kepada PT. BPD Kaltimtara
sebesar 75 miliar rupiah dalam jangka waktu 2021-2023 masih cukup
memadai. Hal ini didukung oleh prediksi ruang fiskal Kota Bontang tahun
2020-2023, dengan pertumbuhan ruang fiskal sebesar 0,27.

Tabel 13
Prediksi Ruang Fiskal Kota Bontang, 2020-2023

(dalam miliar rupiah)

Predikisi Ruang Fiskal 394,45

500,32 634,62 804,95
Sumber: Data olah

Penambahan setoran modal sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh
puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran
(Tahun Anggaran 2021 - Tahun Anggaran 2023) diproyeksikan dapat
meningkatkan penerimaan dividen Pemerintah Kota Bontang atas
investasi terhadap Bankaltimtara hingga dua kali lipat dari penerimaan
sebelumnya. Diharapkan kondisi perekonomian nasional dan daerah yang
semakin membaik, disertai kinerja perseroan yang optimal, dapat
merealisasikan target peningkatkan laba bersih dan penerimaan dividen

pemegang saham.
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Dari aspek yuridis, bahwa penambahan penyertaan modal oleh
Pemda Kota Bontang kepada Bankaltimtara dengan maksud untuk
menjaga dan meningkatkan kepemilikan modal Daerah atas
Bankaltimtara adalah dibenarkan menurut peraturan perundang-
undangan seperti diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, UU Perseroan
Terbatas, sampai PP BUMD. Sebagaimana diketahui, bahwa bentuk
badan hukum Bankaltimtara saat ini adalah Perseroan Terbatas. Hal ini
berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan
Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menjadi Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara. Sejak pendiriannya sampai dengan saat ini, Bankaltimtara terus
mengupayakan peningkatan, termasuk dari aspek permodalannya.
Kondisi inilah yang mendorong Pemda Kota Bontang sebagai salah satu
pemegang sahamnya untuk turut meningkatkan kepemilikan modalnya
atas Bankaltimtara melalui penambahan penyertaan modal.

Adapun penambahan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemda
Kota Bontang kepada Bankaltimtara yaitu sebesar Rp75.000.000.000,00
(tujuh puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
anggaran (Tahun Anggaran 2021 — Tahun Anggaran 2023). Mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
penyertaan modal Daerah kepada BUMD, maka penyertaan modal Daerah
ini harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Adapun dalam
rangka pertanggungjawaban ilmiah atas peraturan daerah yang disusun,
maka diperlukan Naskah Akademik yang memuat kajian dari berbagai
aspek mengenai kegiatan penambahan penyertaan modal Daerah kepada
BUMD. Selain itu, dalam konteks penyertaan modal merupakan
penambahan modal, maka sebelum dilakukan penambahan penyertaan
modal harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya: pertama, dilakukan
analisis investasi oleh Pemerintah Daerah; dan kedua, tersedia rencana
bisnis BUMD, dalam hal ini rencana bisnis Bankaltimtara untuk S (lima)
tahun ke depan. Hal-hal tersebut merupakan langkah yang sepatutnya
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ditempuh dan dipenuhi oleh Daerah agar dapat melakukan penambahan

penyertaan modal kepada Bankaltimtara.

B. SARAN

Komitmen penambahan penyertaan modal Daerah Kota Bontang
kepada Bankaltimtara (perseroan terbatas) harus dituangkan dalam
bentuk peraturan daerah sesuai ketentuan dari peraturan perundang-
undangan terkait. Hal yang wajib dipenuhi oleh Pemda Kota Bontang
sebelum melakukan penambahan penyertaan modal yaitu adanya analisis
investasi oleh Pemda dan rencana bisnis Bankaltimtara. Selain itu,
mengingat bentuk badan hukum Bankaltimtara yang merupakan
perseroan terbatas, maka ia wajib tunduk pada ketentuan dalam UU
Perseroan Terbatas dan ketentuan lain yang terkait. Dengan demikian,
komitmen penambahan penyertaan modal oleh Pemda Kota Bontang ini
nantinya juga diperhitungkan dalam alokasi ruang fiskal Daerah Kota
Bontang untuk 3 (tiga) tahun anggaran ke depan.

Berkaitan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh
Bankaltimtara, maka berdasarkan ketentuan UU Perbankan Syariah
bahwa, “Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai
asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total
nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib
melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah
Undang-Undang ini"- yaitu tahun 2023. Oleh karena itu, Bankaltimtara
sebagai Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud harus
melakukan persiapan atas kewajiban melakukan Pemisahan UUS

tersebut menjadi Bank Umum Syariah, termasuk aspek permodalan.
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